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SAMRUTAV KE'rUA UMUM HIPIIS 

(Himpunan Indonesia unl:uk Pengembangan llmu llmu Sosial) 

aya menyambut b ~ i k  diterbitkannya buku ini insyaallah 
akan mendukung -terhadap tersedianya bahan 
perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. 

Penulisnya sebagai alumnus S2 )Pengkajian Ketahanan Nasional 
UI yang berlatar bela kang S1 SarjanaPrmdidikan 
Kewarganegaraan dan Savjana Hukum serta 53 Pendidikan '\mu- 
llmu Sosial, Saudara Dr. 4kmal adalah satu dari sedikit Ma~ister 
Ketahanan Nasional yang menulis buku Pendidikan 
Kewargangeraan d,?ngzn pendekatan Keta hanan Nasional. 
Mencermati curriculum vitaenya, selain penuli!; adalah 
akademisi bidang Ke~~nrganegaraan, ia juga PI-akti;i di 
beberapa lembaga seperti Kolnnas HAh4 RI, K.omisi Y~ldisial RI, 
Kementerian Hukum d a ~  HALA, Balitbang Kemendagri, LKAAM 
/tokoh adat Minangkabau, dan LSM, sehingga kernarnpuan 
mengintegrasikan bert~agai pengalaman tersebut untuk 
kepentingan pembangunan nasional dan daerah tavpak 
mewarnai tulisannya ini. 

Buku yang ditulis ini dengan pendekatan Ketakanan 
Nasional dengan maksud agar pembaca mudah memshami 
seluk beluk kewargane~araan; terutama mahasiswa dari 
berbagai disiplin ilmu dapat terdorong mampu berpikir s7cara 
lintas sektoral (kompreh~nsif iqtegral). 

Saya bertemu dengan penulis kali pertzma saat 
melantik pengurus HIPIIS daerah Sumatera Barat beberapa saat 
lalu, dimana ia menjadi 5alah satu pengurusnya. Saat herd skusi 
mengenai persoalan k~bangsaan dan pembangunan, saya 



melihat ketajaman ar~al is ic serta pentingnya berlikir lintas 
sektoral dalam pelaksanaan pembarlguqan nasional. 

Ada 10 ba<;ian penting di dalam buku ini : (1) Pen~:antar 
Pendidikan Kewargane~~aran (2) Identitas Nasioqal (3) hlegara 
dan Konstitusi (4) Neyara dan \Narga Negara ((5) Pdegara 
Demokrasi (6) Negara Hukum dan Hak Asasi Manu5ia (7) 
Wawasan Nasional d m  Wawasan Nusantara Indoneqia (8) 
Ketahanan Nasioanl lnclonesia (9) lntegrasi Yasional dan (10) 
Politik Strategi Nasional dalam Kehidupan Kenegaraari. 

Bila dicermati, buku ini menceritakan darrpak aspek 
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan "lnkasrl tel-hadap 
pembangunan nzsional yang hanya denzan pendnkatan 
sektoral. Menjadi tnenc2rik, buku ini ditutup dengan mal'sa isu- 
isu aktual di tingkat lokal, nasional, regional, dzn internqsional 
dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 
hankam. 

Semoga kwya ini bisa memberi inspiras bagi 
masyarakat luas, I:hus:snya tidal< saja bagi rnahasi:;wa, tetapi 
juga tenaga pengajar 'enditlikan Kewarganegaraan, kalangan 
birokrasi pemerintahar, serta penyelenggara negara 'ainnya 
yang mau mernbac~riya. Buku ini juga pel-lu dibaca 
aktivislanggota pnrtai politik, an?go% parlemen dan tokoh 
masyarakat. Selamat ;audalea Dr. Akmal atas penert iba~ buku 
ini, semoga bermarlfaat. Salam hangat. 

Pvof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. 

k t u a  Umum HlPllS 

(Guru Besar Sosiologi Pendidi kan,'Rektor 
Universitas Sebelas Maret) 



KATA PENGANTAR 

uku Pendidiltan Kewarganegaraan ini Serisi pem b~ hasan 
tentang konsep cAasar Pendidikan Kehlarganeg;ara?n dari 
Perspektif Ketahanan ilasional menurut teor-i, rnasalah 

dan strategi yang pengkaiiannya berdasarkan pendekatan 
ilmiah. Buku ini ditulis untuk memenuhi kebut~~han buku 
rujukan dalam perkuli.jhan Pendidikan Kewarganegaraan di 
Perguruan Tinggi di Indonesia da n petn be'ajaran 
kewarganegaraan di dikrat, kesbangpol, dan settolah. 

Buku ini bermmfaat bagi dosen, mahasiswa, guru dan 
semua pihak yang tertarik mempelajari kewarganegaraan Buku 
in berisikan (1)Pnngmtar Pendidika n Kewargancgarzln (2) 
ldentitas Nasional (3) Negara Darl Konstit~~si (4) hegar-3 dan 
Warga Negara ( ( 5 :  Nezara Demokrasi (6) Negara H L I ~ U T  dan 
Hak Asasi Manusia (:) Wawasan Nasional dan Wawasan 
Nusantara lndonesia (3) Ketahanan Nasioanl Inclmet a (9) 
lntegrasi Nasional dan (101 Politik Strategi Nasaiclnal dalam 
Kehidupan Kenegaraan, dari isu sentral pada tingkat local, 
nasional, regional, dali internasional. Tulisan ini rneritga ka n 
bahar yang tercecer celama beberapa tahun set~aga nara 
sumber di berbaga; ins?ansi pemerirltah, Parpol, LSM, diklqt, BP- 
7 DKI dan Pusat, dcsen FKN di DKI Jakarta. 

Padang, Septen~l~er 2017 
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PENGANTAR PEN1)DIlrKrhN KEWARGAYEGARt\AN 

A. Sejarah Pendidikmn Kewarganegaraan Di Indonesia 

Hampir serxa  negara memiliki Fend- dikan 
Kewarganegaraan (: i~dc edzrcation) clengan be-bagai 
nomenklatur, dimana s.;lsaran utama menjadi warga n(:gacr yang 
memahami hak clan kewaji ban, melatih kemampuan b lrfikir 
lintas sektoral, memahami sejarah perjuangan bangsp. dan 
mencintai tanah nir. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di 
Indonesia di mulai sei 3k kemerdekaan 1 945, pertunil~uh ntmya 

dengan berbagai vai-i asi :;esuai dengan 'condisi kon stitusi 
negara, ideologi negal-a, wzwasan nasjonal negara, dan kondisi 
ketahananan nasional negara saat itu. galam pel-iode ltonstitusi 
dapat dilihat periodesa ;i berikut: 

Sej arah perkembc.ngan kons t itusi di Indonesia : 

1. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949 (UUD I 945:) 

2. 27 Desember 1949 - 17 Aglstus 1950 (Konstitu::i RIS 
1949) 

3. 17 Agustus 1950 -- 5 J i~l i  1959 (UUDS 1950) 

4. 5 Juli 1959 - 1 1 Mxet 1?66 (UUD 1945); (d kenal 

dengan Orde Lana) 

5. 1 1 Maret 1966 - 21 hZei 1998 (UUD 1045)== (dikenal 
dengan istilaV.1 0rcle'B;lru) 



6. 2 1 Mei 1998 - Sel;arang 20 14 (4 x amandeman LTJD 
1 945); Era Refi~m.3 si) 

Pelnaknaan ideologi neglra setiap periode dipengaruhi peril aku 
politik penlimpin b;mgsn. begi tu juga paqdangnn geopcllitik dan 
geostrategik pada waktu itu. Pentlidikan PKn disanlpai kan 
melalui pendidikan fol-vnal clan non formal, disamping itu 

dipengaruhi oleh kondisi ideologi, sistem politik, si: tern 
ekonomi, sistenl sosial b?ldaya, dan sistem hankam. 

Pexniluran PKn seba:;ai konsep pengembangan civic 

education seperti 1 ang likemukakan Chamim dalam Sahrin 
(2003) dapat pula dijadi4 an acuan basis kompetensi Pendidi kan 
Kewarganegaraan yanjr diharapkan yaitu allta-a lain: (1) 

pengembangan nilai-ni l ai d :mohs i ,  diant aranya me1 mt i  
keadilan, taat pada ' ~ u h  in (rule of Iutv) kebebaan beq~~mdapat 
dan berasosiasi, ketelnrakilan dan r~zcryorlty r~rIt?s, (2) 

pengembangan 1teh:dup: n kewargaan dnn nila i-nilai komu*i itas 

(civic value and cumf-zurzitj: values), diantaranya me1 3uti 
penghargaan atas h3k-h? k individual, Icccrl need, dan c0r77~non 
good, (3) pengem5ang;m pemerintahzn yang bersi '~ (c ,can 
govennent), diant:nan:,~ n~eliputi pastisipasi, hall u*:tuk 

mendapatkan pelayanarl seca-a adil. fairness, darz c/?fn:ks und 
balances, (4) pembe'7ttikan identitas nasiolml inati~rzal 

identity), diantaranya bt:wpa reorientasi nation bzrildiiillg d:llam 
bentuk bhimeka tunggal ika (rtnity irz d@erence), mieiindcnce, 

dan kebanggaan npsion; 1 (national pride), (5) pengembangan 
ikatan sosial (soci,ll cobesiorz) dan keberagnman (diver:-ity), 

dinataranya toleransi /tolerance), keadilan sosial (srlcial 

justice), dan ucceprenccl. (6) pengembangan kellidupa 7 pri badi 
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P I  I JGAN TAR PErI91C'KAN KF'N,4F?C;Atl EG,'lRAAN 

(self cultivation). meiiputi kecenderungan pada kebcnaran 
(truth), tunduk pada lukuln ( 1 ~ ~ 7  abiding), jujur (horlesty), 
kesopanan (civili~y), sding tolong menolong (helpirig o.,'lers), 
(7) pengembangan 1:ehidupan ekonomi (econonzic life), 

dinataranya persa'ngan pang sehat (competition), kesej ah t eraan 
(wealth), dan pssar yang bebas (free mnn'cets), dan (8) 
pengembangan ni lai-ci lai kt:luarga (family values) d iantaranya 
rasa tanggungjawab (respect), dukungan (su~,nort), 
perlindungan @-otec*:ion), akhlnk (moral hihaldor). dan 
kebersamaan (togethe ~ e s s )  . 

Perjalanan s 2 jarah bangsa Indonesia rnenu~~jukan 
bahwa pendidkan dial-nhkan bagainlana meml~ersiapkan warga 
negara yang: mampu mengembangkan pot cnsi dirinya untuk 
memiliki kekuatan ;x-itual keaoamaan, - pengenclalia-2 diri 
kepribadian, keccrdas; n, akhlak mulai, serta ketrampilal? yang 
diperlukan dirinya, milsyarakat, bangsa. dan llegnra (;marat UU 

No.20 tahun 2003). Kemu3lan amanat itu dijabar tan cialam 
berbagai kurikulum, misi utama banyak dienban ole11 6idang 
studi pendidikan kewsrganegaraan sesuai dengap cita-cita 
nasional melalui pendidkan kewa~ganegaraan dil~ai-spkan 
t erbnentuk wart 2k rareanegara ymg dernokrat is (' zngan 
pendekatan multi disiplin. IJntuk mencapai itu terjac'i be >erapa 
kali perubahan baik rubstansi kajian, nama bldang strdi CE 
(Civic Educatiolz:~ di Irrdonesia dan diikuti dengan pe nba1?aruan 
buku-buku di sekolah dan universitas. perh~.tlkan Sf: Dcy P & 
K No. 1 2241s tanggal 1 0 Deqsember 1 95 9 tentang buku pel! oman 
tentang hak dan keu:~jibar warga negara. Bila diband ngkan 
dengan pendidkan warga negara di USA dapat dikutip pe~dapat 
Thomas Jefferson scbagai penulis Deklerasi Kemerctekaan 

I- 
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Amerika yang menyntakn bahma "that the kno~vledge, :;kill (rr~d 

behaviors of democ;atic citizensltip do rtot just occur ratu'hy 
in oneser-but rathzr thcy  nus st he trrught conL~ciau.sly tt'lror[gJz 
schooling to teaclr nc-v genevation - they r e  lenr- zed 

behaviors". Untuk menc'idik warga nesara yang det nokratis 
John F Kennedy menmerkxat pendapat Jefferson den !;an 
mengatakan bahwa " Tlzc~e is an o/d saying that rJze c ~ u r ~ , : ~  oj 
civilization is a raa? her~veen catastr.opl,e and edication. .'v a 
delnocracy such as curs, 1 tie nzlist r-rzake stire that educat;on \?'ins 
tJ?e rase". Artinya bahaa ketiga ranah (kognisi, psikomot~rik 

dan affeksi) sekali gus clikernas dalam upaya nienlban !,run 

karakter bangsa. 

Menurut Wah.~b (1999) bahwa dalam uyaya 

pengembangan kurilalun 1 civic education pada kurikul~ un 1 094 
ada beberapa ha1 yarlg p(::lu di kaj i ulang antara lain: 

1) Sejauh n~arakah matmi topik-topik !ran:; ad 3 da lam 
kurikulum re le~an  dengan semangat keb;ings an, 

decgan memanfa t kan -nome~ltum reforrnasi 

2) Mengkaji matel-i mana yang dapat dikeluari:an, 
digabungka-1 diqanip ngkan dan yang benar-bctiar 

esensial bagi sut!tek didik 

3) Metodelogi penyampaian dirubah dari yang ber<:ifat 
doktriner kcarah yang demokratj s. 

Tugas berat yang dihada?)i pengajaran civics adalah meng13ah 

watak generasi warga b;~ngsa kearah yang rnengerti hak dan 

kewajibannya. Menurut pemllur Merton (1957) ada 5 +3ola 

respon masyarakat terl~.tdap keberhasil an membangc n w-ltak 
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bangsa ke depan: (1) comjbmzity (ketaatan) yakni mell.erima 
tujuan kultural clan cara-csra yang telah melembaga untuk 
mencapainya (merup~kan bagian te~besar masyarakat kelas 
menegah Arnerika, (2 1 innovation (inovatit), yakni inenerima 
tujuan kultural akan retap menemukan cara-cara 1)aru untuk 
mencapainya, (3) riirralisfir (ritmis). yakni rnenolak lujuan 
kultural tetapi berpet~ng teguh kepada cara-cara yangT telah 
melembaga untu k vcncapainya, (4) retnwtism (berpsling), 
yakni menolak atau mer inggalkan keduanya b sik iujuan 
Lvltural maupun cala-cara yang telah rnelembaga untuk 
mencapainya, d(3n ( 5 )  n?helliov (pemeberontak;~~~), yakni 
menolak tujuan kultural clengan mengajukan gar~tinyq, dan 
lnenolak cara-cera r n t ~ k  mencapaii~ya derlgan nlengqukan 
gantinya. 

Langkah-langkak lair yang hat-us dilahkan dalam pambcnahan 
pembentukan watzk lnngss dengnn paradigma ku:ilculu~i~ barn 
antara lain: (1) nlem:i ukan orientasi berbagr;i keilrquar untuk 
memperkaya khasanall pembelajaran, (2) ~ernberda:~raan warga 
negara, (3) revitalisasi orientasi kewarganeg.lraar1, (4) 
pengembangan budaya politik drri parochi21 menjadi 
partsisipan, clan (5) p sngerxbagan sikap kritis dan kreatil' warga 
negara dan bebas dx i  rasa takut (Cholisin, 2000). Cebagai 
bidang studi yang diturutlkan c!ari kajian akadeinik-ilmiah, 
pendidikan kewargan egraann tidak sernestin y a hex-fu ngsi s eperti 
gerobak sewaan yang dapat memuat apa saja menun t kelnginan 
penyewanya ternasuk bamng rongsokan sekalip~nl. ::ebagai 
wahana khusus bagi '~zn ti0i7 and character .building ' dal am arti 
yang sesungguhnya (Ace :;uryadi, 2000). Mracana pen( 1 idikan 
kewarganegaraan bsrfokus kepada tiga kompc)nen dasar 



pengembangan yailu: ( 1 ) civic kno~vlec,'ge, (2) civic skils, dun 

(3) civic tiispositio dtrc 1ts. M enurut Utlin (1 999) bahwa :J ang 

paling menonjol dslan: masalah P'(n adalah: ('. ) kelem ~ h a n  
dalamn konseptunlisasr pendidikan kewarganega-an, (2) 
penekanan yang sane1 ber ebihan pada proses pendic'ikan 
moral behaviristik, terpcrangkat pada proses penanarnan tlilai 
nilai yang cender~ng mdoktrinatif (~yalue inczr1cat;on). (3) 
ketidakkonsistenan pe- jabaran dinlensi tujuan pendiii kan 

kewarganegarazn ke dalam kurikuluni pendii i kan 

kewarganegraan, dan (5) ke terisolnsian proses pem 3ela:;lran 

dari konsteks disiplin kc! lmum dan lingkungan sosial bud? va. 

Dalam kurikulum berbasis kompetensi kondisi variab 21 di atas 

sayokyanya menj adai perhatian tlalam penge mba-?gan 

kurikulum. Pendidian cjlic dalam pemd~elajaran di se!:olali dan 
perguruan tinggi yang kan t ems menghadapi perke mbav-~gan 
sesuai dengan dinamik:: kehidupan masyarakat lckal, nasifmal, 

regional, dan intemasional. I'arikan da1-i kontiisi dalani ncgeri 

dan luar negeri rmat1:lh menentukan bangunen pxad  p a  
pelnbelaj aran kewa rgan t :garaim di Indo~lesia. 

Selanjutnya dapat Lt:: lihat ga~nbaran komgetensi yang 

diharapkan dalam mer;;hadepi masalah yang nluncal ddam 

keliidupan mas yara kat, bangs s dan negera antara lain: 

1. Kompetensi mc:nfonnulasikan asas-asas tiemokrasi ddam 

kehidupan bemasyal-akat, berbangsa dan be me gar:^. 

Ada beberapa indjkatol sebagai dnsar demokrasi yan.g &pat 

diformulasikan dalaln llraktik bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara antara laj 11: adanya kompetitjf, tranpar.;~nsi, 
akuntabilitas, equality, tidab: dish-irninatif, dan ad;lnya law 
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enforcement pen egal.:~n hukun~ un tuk menuj u kepnstuan 
hukum. Kemamp2an i ni m1:merlu kan latihan pada seti; 13 lini 
kehidupan anak manusia dan diformulasikan dalam orgp~lisasi 

inftra dan supra struktur politik baik di pusat dan dnerah. 

Kompetisi itu dapat c'ilakukan dalam merektut orilng tlalam 
pengisian jabatan sep(:rti dengan sistem fit artd pr.opef- test, 

musyawarah mufakat dan selektif agar tidak senlua orang 

ikutserta sebagai calon pernirnpin dala~n jabatan-jaba:an rublik, 
caranya bisa dengsn pemilihan lansung dan tidak lan,c;sun;: yang 
kelemahan keduanya cl itutup dengan berbagai persya ratan yang 
ketat seperti pendidihn, nioralitas, kemampuadskill. IJntuk 
aplikasi transparansi dengan mem5en:uk jurna1,'artiI:el trnatng 

informasi public. sel~ingge infomasi dapa: diakses wblik 

terutarnna infornasi keoentingan umurnk, dan yang tidak kalah 

pentingnya adala'l ad:lnya pertangungjawabzn, fonmul ~sinya 
dapat berupa pendaftaran kekayaan pada awal jabatai dan pada 
akhir diaudit keml,ali, j i ka bcrlebih, hartanya d ibuktibian d engan 

pembuktian terbalik. can mematuhi aturan hukum yalig bcrlaku. 

2. Kompetensi menjadi mecliator dala~n pelanggaran hall asasi 
manusia, kemsmpan irLi diperlukan untuk menijem!)atani 

perssngketaan, konflik vertikal dan h.orizonta1 dalam 

berbangsa dan benlsgara 

3. Kompetensi ~nenptas i  terjadinya disintegrasi b::ngsa, 
kemampuan in- nlencipiakan fbrmulasi dalam 

mempersatukan bangsa, seperti pemutasian pejabot sipil dan 
militer antar daeryh, perguruan tinggi yang diisi cengan 
heterogen baik m.2hasi:;wa dan dosen, aclany;~ lexbaga 

wawasan kebcngsa jn di:;enlua tingkat pemerinta!lan seperti 
BP-7 



4. Kompetensi meuegal~an adanya kepastian hukum, de~lgan 

menyelenggarakan dcbat-c ebat hokum, dan 

5. Kompetensi mzngi-? terprestasikan pelaksanaan program 

otonorni daerah 

Mengacu kepads kompetensi umum yang dillara?kan 
dari kurikulum berlmsis kopetensi mata pclaj 2 I-ana 

Kewarganegaraan (Citizznship) yang dikembangkan o leh Pusat 
Kurikulunl dan Ba&m Penelitian dan Pengenba-gan 
Departemen Pendjdikal: Nasional (200 1) dijelaskan ba hura 
kompetensi yang hendnk diwujudkan rnelalui mata 3elc?.;~an 

Kewarganegaraan dillagi ke dalam tiga kelom~ok: (1) 
kemapuan untuk msngu;~sai pengetahuan kewarganegilraar;, (2) 
kemampuan untuk merlzi liki keternmpilan k.ewarga~~ega--am, 
dan (3) kemampuan unt lik menghayatinya. 

Pada awal kemcrdekaan Pendiclikan lCenyarganegr man 
berkedudukan sebagai I)+-ograin kurihler dimulai denpn  ?nata 
pelajaran Civics ddam kurikxlum sekolah salnpai pe ra  man 

tinggi yang berisikan materi tentang pemerintallan indo*~ esia 
berdasarkan Undang-Urdang Dasar 1935 (Dept. P&I:: 1 "62). 

Pada saat itu, mat a pc! aj aran Civics atau k(noarganegar-dan, 

pada dasamya berisikan pengalaman belaj ar yang d igali dan 

dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geogra fi, ekononli, d m  pcl itik, 

pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi lnanuia, dan 
pengetahuan tentang Ft:rseri katan Bangsa-Bangsa (Som:lntri, 

1969). Istilah Civics txrsebut secara f~ rma l  tidak clijutnpai 
dalam Kurikulum t ahun 1957 maupun dalam Kurikul urn t ahun 

1946. Namun secara m~teril dalam Kul-ikulum S MP dim SMA 
tahun 1 957 terdapa t ma1 a pelajaran tata negara dan tata hukum, 

Page 8 of 326 



dan dalam kurikulum 1 946 t(:rdapat mata pelzjarnn pengetahuan 
umum yang di dalarm~ya memasukkan pengetalman mengenai 
pemerintahan. 

? 

Pendidikan kewarganegar;~an sebenarnya clilahlkan dan 
dikembangkan seluruh dunia meskipun dengan berb:~gai i stilah 
atau nama. Mata kuliah te~sebut sering disebct sel~agai civic 
education, citizewhij~ education dan dernocrasy education, 
mata kuliah ini memiyki peran strategis dalam mempersiapkan 
warga negara yang cerdas, bertanggng jawab dan berkearlaban. 
Berdasarkan "civic int,?masionaP' disepakati bahwa penc'idikan 
demokrasi penthg t ~ ? ~ t u k  pertunlbullan civic culture, untuk 
keberhasilan pengerrbangan dan pemeliharaan peme-intaan 
demokrasi ( Mansoer, 2005 ). 

Berdasarkan UU NO 20 tallun 2003, tentang sister. pindidkan 
nasional serta surat kepu tusan Dirj ktur Jenclral Penc!idikan 
Tinggi Depnrtemzn Pendidikan Nasio nal No 
43/DKTI/I(ep/2006 tlzntang rambu-rambu pelaksaan kelompok 
pengembangan 'tepri'mdian di Perg~ruan l'inggi terd i atas 
matakuliah Pendidikrn agama, Pendidikan Kewar;~ine~araan, 
dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentua~l tersebut: maka 
kelompok matakulia h pengembangan kepribadi:ln t crsebut 
wajib diberikan di semus fakultas dan junlsan di seluruh 
Perguruan Tinggi di Indonesia. 

Dalam perkenlban~ annya, Pendidikan Kewal-gancgaraan 
mengalami perubahan-pr:rubahan yang bertujuan untuk 
memperbaiki isj dan tujuan dari Pendidikan Kewagawgaraan 
itu sendiri. Pada awa 1 nya F'endidi kan Kewarganegal-aan rlluncul 
dengan istilah Pend Jikan Kewiraan yang mulai ber1al:u pada 



tahun aj aran 1 97311 974. Kemudian tens mengalami pc:rub:r han 
hingga berubah menj adi Pendidikan Kewargan egar nan. 

Pendidikan Kewargancgara2.n juga merniliki k e r b  it an 

kurikulum dengan Pentlidik~n Pancasila, Pmdidika-1 Moral 

Pancasila dan cabang Pendidikan lainnya. Dengan a d ~ n y a  
penyempurnaan kurilalum matahiliah pengel nban gan 

kepribadian tersebut, maka pendidikan ken~arganegaraan 
memiliki paradigma balu yaitu pendidikan kewarganega~aan 

berbasis Pancasila. Sangat relevan jikalau pendidikan 

kewarganegaraan di Per quruan - Tinggi sebagai sintes is ar~tara 

civic education, derocracy education s~erta citizenship 
education yang bertlasas!;an rilsafat Yancasila. 

B. Pengertian Pendidilian Kewarganegaraan 

Pendidikan me-ilpakan usaha sadar mengen2ban;:kan 
potensi diri subjek didii untuk menjadi manusia utuh. Pot cnsi 
diri sebagai manusia tbuh dapat dijelaskan dalam ko..!sep 

manusia sebagai monodualisme dan monoplural sme 
(Empedakles, Tasauf hIodern, tujuan pendidikan ~~asioral) .  
Mengacu pada UU No20 tallun 2003 dapat d;kntakan b ~ l ~ w a  

PKn diarahkan rr engwnbangkan poten si ciiri m.3bas swa 

berfikir lintas sektoral, i idak elto sentornl, memahami wawasan 

kebangsaan, punya kesadaran bertanah air, dan matnpu 

melangsungkan kehidupan berbangsa bemagara. Hal:ikat 

pendidikan kewargsnegxaan adalah upaya sadar dan terencana 
untuk mencerdaskan kchidupan bangsa bagi wargii ncgara 
dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai 

landasan pelaksanaan lnk den kewaj iban dale m beln nel;ara, 
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PF:' ISAN TAF: F 'Er  IBIC KAN KF'NARGA~IIEGJ ,RAAF\I 

demi kelangsungan ke4idupan dan kejayaan l~angsa dan fiTsgara 
(Akrnal, 1996). 

Pengertian kewarj;ane~. , -  araar. dibedakan yaitu sebaga: Ser. kut: 

Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis 

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai 
dsngarr adanya ikatan hukum antxa warga 

negar:] dengan nepara. 

2. Kewarsanegaraan dalam arti sosiologis. tidak 
d itanC:d dengan ikatan huhm., tet api i katan 
emosional, seperti i katan perasatin, i katan 
kztuninan, i katan nasib, ikatan sejarah, dan 
ikatar! tanah air. \ 

3. Kewarganegaraan dalam arti f dan 
nlateril. 

4. Kewargane:garaan dalam arti Sormil 
nlenunjukkln pada tempat kewarganeg;~raan. 
Dalan sistematika huhm,  masalah 
kewz- ;anegaraan berada pada hukurn pu!)lik. 

5. :Iiews~-ganegaraan dalam arti ~riateril 
rnenur~jukkan pada akibat hukum dari status 
kewar%anegaraan, yaitu adanya haE: dan 
kewa-i ?ban vrarga negara. 
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C. Payung Hukum Kehcradaan klatakuliah PKN 

1). UUD 1945 : Pembukaan VJD 1945, khusus ~ a d a  alinea ke- 

2 dan ke-4, yang mem71at ci~a-cita tujuan dan aspirasj R a ~ 5 s a  

Indonesia tentnng Kemerdeknannya. Pasal 27 (1) 
menyatakan ba4wa "Segala ararga negera bersarr aan 
kedudukannya tli d;i!am 'lukurn dan pernerintah~n serta 

waj ib menjunjung hukum dan pemerintahan itu denqan t qdak 

ada pengecualia~mya", Pasill 30 (1) menyatakan bahwa t iap- 

tiap warga negara bcl-hak tlan wajib ikut serta dalaln u: aha 
pembelaan Negara, P:sal3 1 (1) men~ratakan bahwa ti ap-i iap 

warga negara berhak ~nendapathn pengajaran. 

2) Ketetapan MPR No.~I/MP?U1999 tentang Garis-garis k s a r  
haluan negara. 

3). Undang-Undang No20 7'ahun 1 982 tentzng Ketent Ian- 

ketentuan Pokok Pel tallanan Keamnnan Negara liep13li k 
Indonesia ( Jo. UU biO. 1 I ahun 1 985 ). D~la rn  pasal 1 :: (a) 

disebutkan bahwa 'lak kewajiban warga negara yang 

diwujudkan dengan k-eiku~ sertaan dalam upaya be1 a ne gara 
diselenggarakan melalui pendidikan pendahulu an bela 
negara sebagai ba yian tak terpisahkan dalam sy ;tern 

pendidikan nasisnal Dalarn pasal 19 (2) disel~utkz n bzs'lwa 
pendidikan peniahul i ian bela negara waj ib diikuti oi eh s 4 a p  
warga negara d m  di '~ksanakan secara bertnhap. Ta hap nwal 
pada tingkat pendidil~an d;lsar sa~npai pendidikan nlene~~gah 

ada dalam gerakan j)rarnrika. Tnhap lanjutan pada tingkat 

pendidikan ting5i ad ;I dalam bentuk pendidikan ke7vira:in. 

4). Undang-Undan;; fill3 20 tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan Nasiona' dan berdasarkan keputusa~~ Mcqteri 
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Pendidikan Nasional No,23?/U1'2000 t entang pedoman 
penyusunan kurilxtlum pendidikan tinggi dan petlilaian 
hassil belajar nahasiswa dan No.A5lLT/2002 f entang 
kurikulum inti pcndidi kan tinggj telah di:etapkan bahwa 
pendidikan agarrn, pendidikan bahasa, dan pendidikan 
kewarganegal-aan merupakan kelompok matlkuliah 
pengembangan kepribadian yang wajib cliberkan dalam 
kurikulum setiap prog-am studi atau kelompok program 
studil 

5). Adapun pelaksarlaannya bcrdasarkan surat kevutusan 
Direktur Jent-lral ~endidikan tinggi Depa-temen pendidikan 
nasional No .43/IlIKTI/Kep/2006 yang memb uat I-ambu- 
rambu pelaksanasn kel ompok mata kuliah pengerr bangan 
kepribadian tli perguruan tingqi. 

Berdasa rkar! keputu san D'IRJEN DIKTI 
No.431DIKTVK ep/2(106 , tuj uan peildidikan kewa rgan egaraan 
adalah dirumuskan (lalam. visi, misi dan kompett:nsi sebagai 
berikut. 

a. Visi pendidikan kew~rganegaraan di Psrgl-~lan Tinggi 
adalah merupak:m silmber nilai dan pedoman dalam 
pengembangan tlln penyelenggaraan program studi, guna 
mengantarknn rr ahasj swa menlantapkan kep-ibp diannya 
sebagai macusia seutu'mya. Hal ini berdasarkan pads suatu 
realitas yanlg di7?adap-.. bahwa mahasiswa addah sebagai 
generasi bangse yan g, harus memiliki ~risi int~rlektual, 



religius, berkeaclabai~, berlcemanusiaan dan cinta t anal- air 
dan bangsanya. 

b. Misi pendidikar kewarganegaraan di perguruan tiuggi 

adalah untuk ml:mbar.ti mahasiswa nemantapkan 

kepribadiannya, agar secara konsisten mampu men-ujutkan 
nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah 

air dalam menlpas;~i, mcnerepkan dan mecgembangkan 

ilmu pengetahuan, telmolo si dan seni dengan rasa t m g p ~ n g  

jawab dan bermoral. 

Tujuan U~num Pendidikan Kewarganegaraatl, jika 

dilihat secara umu-n Pr-ndidi kan Kewarganegara an E1ertu.i uan 

untuk me~nbawa pesert 3 didik untuk menjadi j lmulvan dan 

profesional yang mzmiliii rasa kebangssan dan cinta tanat- air, 

demokratis dan berkeaciilban, dan menjadi warga negara yang 

memililu daya sainq, ba~liisiplin dan berpartisipasi akt i f ddam 

membangun kehidrlpan yang damai bcrdasarkan sistem vlilai 

Pancasila. 

Tujuan Khusus Per didii an Kewargnnegaraan j ika dilihat I ebih 

mendalam lagi, sesunglyhnya Pendidikan Kewarganegaraan 

mempunyai tujuan khuslls yaitu : 

1) Mengantarkan pesert a didik memililu wawasatl kesadaran 
bernegara untuk be13 negara dan memiliki pola pikir, r~ola 

sikap, dan perilaku u11-tuk c:inta tanah air Indonesia. 

2) Menumbuhkem1~anpl:an wawasan kebangsaan; kesad aran 
berbangsa dan bemqara pada cliri peserta didik, sehillgga 

terbentuk daya tangkill sebagai ketahanan nasional. 
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3) Peserta didik (lapa! mencrapkan nilai-nilai luhur I'ancasila 
dalam menciptakar. ketakanan nasional; 

. . 

4) Peserta didik mampu mznuangkan pemikiran berdasarkan 
nilai-nilai Pancasila dalam menganalisa permasalahan hidup 
bermasyarakat berl.1 mgsa dan bernegara. 

5) Peserta didik mennhami nilai sejnrah pejuangiin b:lngsa, 

seperti dikatagorikijn atas beberap periode seper:i: Patriode 
pengaruh Hinc'u/Budha, ]:slam, dan kedatangan bangsa Barat 
sebagai di selun~h wilayah nusantarn. Unxk  masa 
HinduBudha '3erd:i.i beberapa kerajaan antara lain: M elayu, 
Sriwijaya, T;mm:h., Galuh, Sai!endrawargsa, Mcdang, 
Kediri, Sing~3sas-~, Pfzj eng, Kutai, tan N egaradipa. 
Kemudian dengar1 tertanam berbagai nilai posisti j' dan 
negattif sebagai wrrisan sejarah seperti mental fiod;llistik, 
partemalistik, mendoa dengan membakar kerncnyaq dan 
sebagainya. Kondjsi wilayah pengaruh EIinclu dcpat dilihat 
pada tabel perku1i:lhan PKN, Segitu juga pengruh Eropa 
dengan budaya sep :rti nlai dalam mengelola pealerir !.ahan, 
pecah belah, c'an kckerasan. 

Kemudian masuk l:ilarn dengan ditandai berdir . be'?erapa 
kerajaan Islam seperti : Acell, Sarnl~del-a Pasai: Banten, Ci I-ebon, 
Demak, Mataram, Kuq ai, Pengeran Saniudera , Sopp eng, Gowa 
Tallo, Luwu Wajc~, Bone, Temate, Tidore, Bacan, Obi, d m  Hitu 
dan lainnya. Nil ai y ;!ng dilahirkan antara lain: niengc s akan 

Tuhan, kebersamaan bah wa seinua warga neg ara sama, 
demokrasi, masuk secara damai, aturan perdagangan darl nilai 
yang dibangun dida :>arkan pada ki tab suci Al-<?ur,~ n dan 
Sunnah Nabi. Prins ip-prinsip demokrasi dijabarkan, ~eperti 



musyawarah tnufitkat, keacilan, kebenaran dan ~lilai-nilai 
kemanusiaan lainnya 

Icemudian dilanj utl:an tlsngan kedatangan bangsa bara t de-~gan 
tujuan mencari rempa1:-rempalllkekayaan d an men yeb~rkan 

ajaran Knsten, beberap:! nilai yang dibawa ailtara lai.1: m:\suk 
dengan kekerasan tlan wenye barkan Kristen dengan C;II-a r aksa 
dan bujukan, menclnGillt an semua raja-raja yang ada I:em~ dian 
menguasai wilaya? it11 (terkenal der gan politik c'evill'c? et 

irtzpera), mengamb il wz I-ga d~ erah menj adi pegaw ai pemer ~ t a h  
dan digunakan untuk n~enaklukan daerah itu, ~nenlbayar 7:peti 
bagi daerah yang dikuzsai, dan nilai tersebut sthag an l~esar 
diwarisi oleh peme!intaLan 0-de Baru. Kondisi veniajahan . - yang 

terns-terns pada selnua ~ s p e k  baik politik, ekonomi. buday:j dan 
keamanan te!ah membmgkitkall rasa patrioristik di bebcrapa 

daerah untuk melnwan pemerintahan Hindia Belanda, yang 

selama itu merek a di 3ngg;lp sebagai kelompok ixng ncau 
keamanan atau dicap sclmgai pemberontak dan tidak s etia pada 
pemerintah. Tindakan diarnbiI waktu itu dengan membujuk, jika 

tidak bisa menangkap (Ian membuang atau renceblosken ke 
dalam penjara. Tolcoh --. ejuang daerah yang tersebut akt u itu 
antara lain: Iskandar Nuda di Ace!l (1 636), Sisinganlanpraja 
di daerah Batak (1 900). Imam Bonjol di daeiaah blin:~ngk;tbau 

(1 922-1 837), Badarud'in di daerah Pa! embang (1 8 1 l'), St-~ltan 
Tirtayasa dari Banten (1 65 (I), Sultan Agung dari Mat nram 
(1 9 13), Untung Su-opat - dari Jatim (1 6?0), Anak Agung P.(lade 

dari Lombok (1 895), E'engeran Antasari dari Kalsel (1 %0), 
Pattimura dari Mnluhi (1 8 1 7). Sebenarnya pejljaja h brngsa 
Barat pertama yang d;ltang ke nusantara ini adalah brngsa 
Portugal (1 5 1 1) nasuk: ujung Sunlatera dat. Span yo1 yang 
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masuk dari ujun g nl lluku (1 5 22), kemudian di::usu! oleh 
Belanda melalui kongsi dagangan ya VOC 1: 1596), seda ngkan 
Inggris masuk tahun 1 80. 

Dalam kurun waku ini (1908) mempzkan awal 
pe rjuangan yang bers : 'at ne sional dan terorpan isir, y anr telah 
menuju kepada kemes(lekaan bangsa secara keselunlhan. yang 
sifat pejuanganya bc-sifat organisasi dan tidal lagi bersifat 
kedaerahan. Pada mas 2 iini muncul organisasi-organi sasi ~epert: 

Budi Utumo, Muharnmdijah, Laskarldalam wadah pondok 
pesantren, Serikat Dagang Islam, PNI dan organispsi p-muda 
lainnya. Perjuan:;an ni tcws berlanjut ss~npai ~nenclorong 
adanya persatuan senma komponen bangsa tanpa mep~genal 
SARA. 

1928 
Pada masa ini 1':192E j n~erupakan masa nienu u kesatuan 

bangsa dengan lahin~ya sutau s~unpah sebelum kemey-dekan 
dicapai, yaitu: sztu tanah air, satu '~ahnsa, dan satu b:ings-2 yaitu 
Indonesia. Pernyataa-1 ini sebagai kebulatan tc:kad yang 
dilahirkan oleh semua pemuda dari Sumaterz. sa~npai Irian. Rasa 
cinta tanah air di~~erlo~at  de-ngan kekuatan agama sel~erti Islam, 
vang dimiliki dan mendorong dalam iner.cap~i rtvolusi 
kemerdekaan (seman2at jibad yang bergelorri hagaian tcrbesar 
pemimpin agama sepc-tri ulama, pon2.ok pesanteren. surau, dan 
lainnya) 

1945 
Pada kurun waktu ini (1945) merupakan rl:volusi 

kemerdekaan, sek:~ligus berjuang mempertah ~nakan 
kemerdekaan yang dicapai rnelalui dua cara yaitu: (1  ) sebagian 
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tokok revolusi ada yan; bekerjasatlla dengan Jepan: sel3erti 
Soekarno dan Mo11anmv.d Hatta dan (2) sebagian lagi bergerak 
dibawah tanah (tidlk nl-ru beke j asam dengan Jepang) se !,erti 
Muhammad Yamin, Sutan Syaluir dan lain-lain. P:tda v a l  
pemerintahan terjatli p-bedaan penclapat yang cukup ~nenc'asar 
antara tokoh yang bers i fat o toritari an yang tiiperkua t de-- gan 
budaya Jawa dengan to?oh dr:mokratis yang berasal clari tokoh 
luar Jawa, sehingg;~ melahirkan pertarui~gan bentuk 
pemerintahan dibelaknng I~ari. Selnnjutnyn penyele: 3ian 
revolusi kemerdekaan hams dijawab dehgall mengar :;kat 
Sultan Syahrir (Lihat pctjalanan Kabinet Syahir I). 

E.Manfaat Pendidikan Kewarganegaraan 

Ada beberapa manfiat t l l1-i  kajian PKN bagi mahasiswa: 

1 . Mening catk;j n ke?nampuan berpikir kom 7reh ~ns i f  
integral atm lint as sektoral, tidak ego sekt oral, 
sehingg 3 rt ~elahirkan petnikir disaat be te rja 
menhitung iemua danlpak yang mungki n te1-j adi 
dalam peng;~?nbilan kebijakan atau keputusan baik 
terhadap di -I, ke lilarga. masyara kat. bangsa dan 
Negara. Mic.;~lnya seorang ahli teErnik ma11 b a ~ ~ g u n  
jembatan li:rang, dia 'larus berfikr jugs rspek 
hankam, apakah jalan yang dibangun itu s:idah 
menghil ung pesawat apa mungkin tinggd la-das, 

jika te rj 3di kt:kurangan bahan bakai) 

2. Melatih pendekatan secara kritis, rasicnal, dan 
kreatif dalrm lnenghadaoi berbagai maqalah 
kehidupan berbangsa dan benlegara dengan 
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rnenynak~n rrietdde inht-output. SIV07'., dan 
meto6.e kes isterrian.'lain; 

3. Memi liki v .awa:;an kebangsaan 

4. Mencintai tanah air 

5. Melatlsung kan kehidupan berbangsa dan bem~egara 

Disamping juga puny:\ kesedaran berpartisipasi secara a1:tif dan 
bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam 
kegiatan bermasya-akat, berbangsa, dan "3engara; 
Berkembang secara positif' dan demokratis untuk nerr13entuk 
diri berdasarkan pad ;I. kamkter-karakter mas yaraka t In4 onesia 
agar dapat hidup secara berdampingan dengan sesama; dan 
berinteraksi dengan 1)  mgsz -bangsa la in dalam percatura dunia 
secara langsung atat: tidak langsung dengan memenlaatkan 
teknologi infomasi dsn kcnlunikasi 

Dalam kehidupm kir ;i dem asa ini pendidikan kewa7-gan hgaraan 
sangat diperlukan demi tercapainya kedamaian dalam 
kehidupan kita. Ada begitu banyak ha1 ha1 yang Elisa inenjadi 
penghambat pend dikan kewarganegaraan. :hlal: satu 
penghambat clari Pentiidikan kewarganegar~ an adalah 
Globalisasi. Kuatnya arus globalisasi saat ini sangat 
mempengamhi lemt~aga-lembaga kerrtasy:) rakatan 
internasional, negaT-a-negara maj u yang ikui rr mgatur 
percaturan polit ik, el< ononli, sosial budaya, serta pe~tahpnan dan 
keamanan global. ?isamping itu, isu global yang *neliputi 
demokratisasi, 'iak asasi ~nanusia, 2an lingkungar hid1.i~ turut 
pula mempengaruhi 'teads an nasional. 
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Materi PKN yanz psrnbal-lasannya inulti disiplin, maka 

diharapkan setnua di:; plin ilmu men~berikan konstri1?usi 
terhadap perkeinbangan perkualiahn kewiraan. karena sasqran 
akhir dari perkuliahai) adalah membentuk pola beqjilur 

mahasiswa yang kon~x-ehensif integral, berpilur secara 
kesisteman, berpikir lis3tas sektoral titlak lagi sektclral ntau 
mementingkan displin ilm~xnya saja. Tetapi bagainiana 
mensenerjikan semua tlisipl n ilmu manakala dia mel-jadi 

pengambil keputusan haik terhadap dirinya , ma:;)iar?kat, 
bengsa dan negarn. Artinya semua calon sarjana ;nen:!erti 
dengan kehidupan ken2garaan apapu? disiplin ilnlu yang 
didalami baik ilmu mul-yli dalam bidang ilmu-jlmu sosial dan 

ilmu-ilmu alam mallpull ilmu terapan kedua bidang ilirul itu . 

Keterkaita~ de1~p-1 berbagai disiplin illnu dap.tt di'ihat 

dari tujuan pendidikal- PKN yaitu untuk rnenu~nbul~kan 
kesadaran bela negara di 1;alan:;an pemnuc'a mahasisura Isldor esia 
kegiatan akadernik. m e r n a l ~ a ~ ~ ~ i  dan menghayp ti pen;gr=taliuan 
dan teori-teori yam; daplt incmbentuk pola pikir intej;ra!i;tik- 

komprehensip, serta menumbuhkan dan rneniilgkat.kan 
kecintaan pad2 tansh ai--, kezadaran berbangsa dan berneqara 

Indonesia, menghayati dan nengamalkan Pancasila sebagai 
ideologi negara dan bangsa Indonesia, sehingga ~remiliki silcap 

mental yang menyakini 1- ak d ~ n  kewajiban serta tanggungja wab 

sebagai warganegpra yang rela berkorban untuk 1n.embela 
bangsa dan negara serta 'cepentingannya. 
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IiAR 11 

TDEUTIT.&S NASIONAL 

A. Pengertian Identitns ~as ihnal  

Identitas nas i ~ n a l  merupakan ciri-ci ri a tau yang 
menjadi simbol kenegaraan sutau Negara seperti: ideologi, 
konstitusi, geopolitik c :In geostratesi yang dianut, dan forrwlasi 
ketahanan nasiond negara ymg bersangkutan. Dalam pilal--pilar 
itu tergambar bentuk rlegara, sistem pemerintahnn, d 2n l~tnnya 
(Akrnal, 1996). Untuk rr.em:ahami ider-titas suatu bangsa ;.dalah 
dengan cara membantlingkan banga satu dengm bangs? yang 
lain dengan cara ~nenc:;~ri sisi-sisi umuin yang ada p ~ d a  Eangsa 
itu. Pendekatan demil.: an dapat menghindarkan diri cLari sikap 
kabalisme, ynitu pen(: kana11 yang terlampau berlek i h a ~  pada 
keunikan serta ekslusi\ritas !rang esoterik, karena t i d ~  k ac'n satu 
bangsapun di dunia in: yang mutlak berbeda dengin E-)ang.;a lain 
(Darmaputra, 198 8). Iden titas nasional (nationa.' id:ntity) 
adalah kepribadian nasional atau jati diri nasi.onn1 yarig djlniliki 
suatu bangsa yang membedakan bacgsa s a h  dengan bsngsa 
yang lain (Tim Nasioral Dosen Pendidikan Kewargmepraan, 
201 1). Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa 
memiliki identitas y211g berbeda-beda. Faktor-faktol- ter-sebut 
adalah: keadaan gt?ografi, ekologi, demo grafi, stjarah, 
kebudayaan, dan wat ak nasyarakat . Watak mas yara'tat di 
negara yang secara gcografi s mempunyai wilayah d~ ra ta  akan 
berbeda dengan negara kepulauan.Keadaan alzm angat 
mempengaruhi w atak nasy x-akatnya. 



Khas Indonesia clijelaskan dalanl pasal 1813 UIJD 1 945 
dimana dalarn rangka vembentuk daerah otocom bssar dan 
kecil dengan memperhat ikan .Ze!fbeki*tru~ende ,'crnlis?~appen dan 

Volksgemeensclzappen, karen;~ dalam teritori Negara Indonesia 
terdapat lebil~ kul-ang 250 "ZelF3enstrunde landsc:hap.>en" 
seperti raja yang ada c ' l  beberapa daerah di Surnatevn B:irat, 

kesultan Yokyakarta, Deli dan lainnya. K emudian 

"Volksgemeenschaoper" se.2erti nagari di Minangkd~au, 
gampong di AceE, Dcsa di Jaw3 dan Baii, Karwpun,; di 
Kalimanta, Lagai cii Mcntawai dan lainnya. Untuk itu yan:: ada 

Desa Adat, bukan Desa bentilkan pemerintah seperti diSc ntuk 
melalui UU No.5/197C1 clan UU Ko.6'2014. Urltuk itu vang 
menjadi Zelfiestrul-endr: landshappen (daerah swapraja) sebagai 
daerah otonom besar ymg br:rsifat asismetris dnn mc:njac'!kan 
Volksgernee~schappen (kes;;:uan masjlarakat 1~uhx-n adat 
priburni) sebagai dllerea 1 otonom kecil yang bersifat ~?sisnxtris 

juga. Itu terrnasuk identl tas Indonesia eari segi punca k-pu ncak 
budaya daerah. Kelahirnrl UU Desa No. 6 tahun 20 14 tcrind i kasi 
melanggar HAM (ICCFIC) atau hak Sipil Politik. UntuE: itu -3erlu 
direvisi agar iclentitas rl.asya~-akai adat aslinya Indonesia lidak 

tergiisur (Perhatik~n Fcrnya*.azln Fusham U P  dan KO.-mas 
HAM Perwakilan Sutnatera Barat di Kesl~angpol Su~rlbar, 
2014). 

Bangsa 1ndom::;ia nlenliliki karakter h a s  ilibattding 

bangsa lain yaitu kcramahan dnn sopan santun B:jngsa 
Indonesia adalah banpa agraris. Sebagaian besar ~~encluduk 
Indonesia bermata j?encal~arian sebagai petani S i stem 

kemasyarakatan secara umun di sebagian besar suku-suku di 
Indonesia a dala h sist em Gt:n?n?cinsc haaft 
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(paguyubanlmasynraknt sosial/bersama) . Suatu :. (stem 
kekerabatan dimana nnsyarakat mempunyai ikatan emo sional 
yang kuat dengan ke10~1polulya etnisnya. Masyarakat Indonesia 
jika berada di lcar ncgeri biasanya merelca akan rney~~buat 
organisasi paguyuban indonl:sia di maaa mereka tinggal. Inilah 
ciri khas Bangsa Indcnesic. yang bisa membangu~l idcntitas 
nasional. Nasional da'am ha1 ini adalah dalam kontek i-angsa 
(masyarakat), secanglcan dalam konteks bernegara, idcntitas 
nasional bangsa Indorlesia tercerrnin pada: bahasa na~ional, 
bendera, lagu kebangsaan, lambing negars gambar Caruda 
Pancasila dan lain-lain 

Identitas Nasional dalam konteks bangsa (rnasyarakat 
Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau khs rakter 
khas. Sedangkan ideltitas nasinnal dalan konteks riegara 
tercerrnin dalam so11:bol-simbol kenegaraan. Kedua unsur 
identitas ini secara nyata tersnghrn dn!am Pancasila. Par\zasila 
dengan demikian met-upakan identilas nasional 1:ita dalain 
bermasyarakat, kerbangsa dan bemegara. Ralgsa Ind-lnesia 
pada dasarnya addah l ~ a ~ g s a  yang religius, humanis. me!~yukai 
persatuan/kekelu;1rgan~1, s5ka bernlusyawarah clan lebih 
menlentingkan kepent i ngan bersama. Ttulah watak d? sar lmngsa 
Indonesia. Kekcliru~n pemerintah hari iri n~engdopsi 
demokrasi barat yan; liberal vot i~g,  pad2 ha1 clerrokrasi 
Indonesia asli sebagai ident itas adalah musyawrah muf?l<at. 

Gambaran utuh kesatuan bangsa Indonesia :fang diikat 
dengan semboya? Bhinneka Tungkal Ika, ~neskipun berbeda- 
beda namun tetsp :::rtu, sebagai dasar kehidupa~ bvrsama 
ditengah kemaj emul:an. 'Selain faktor-faktor yang sudah 
menjadi bawaan sebasaimana disebut di atas, identitas nzsional 
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Indonesia j uga diikat atas dasx  kesainaan nasib karena sama- 

sama mengalami pent!-ritaan yang sama ketika dijajah. 
Kemajelnukan diikct olf:!~ kel-lendak yang sama untuk meraih 
tujuan yang sama y ~ i t u  ksmerdekaan. Kema-iemukan itu 

dalam Pancasila dijelarkan bahwa pembauran yang d ~ p a t  
dilakukan adalah dengal perdekatan akulturasi budnya, dan 
tidak untuk mencampurs dukan agama, ~ e n g a n ~ ~ t  agania w aj ib 
konsisten dengan denga.1 agama masing-masing, tidck bole11 

kawin berbeda agama, J:awin sejenisILGBT, salam hersana, 
doa bersama, natal bersaiaa, d;ilain Pnncnsila tidnk ada oler~nsi 
aqidah (perhatikan pais1 29 ayat 2 UUD 19A5iTPP hlPR 

211 978 butir pertarna, d:ln UIJ Nolil974 tetang Perkaw .Ian 
dilarang kawin berbec.:) agoma, +ida'c bolch dica:at, dan 
beberapa regulasi lair bahwa Indoresia stlmyai Nerara 

Berketuhanan bukan N e p r a  sekuler, ya:lg me~n  isalka I un lsan 
negara dengan agama). 

B. Identitas Nasional Srbagai Karnkter Bangsa 

Setiap bangse mc:miliki identitasnya. De13gan 
memahami identitas bant~sa dillarapkan akan ine~nahanli jati diri 

bangsa sehingga rncnu~~lbuhkan kebanggaan sebagai baysa .  
Dalam pembahasan : ni tentu t idak bisa tnen;;oba; kan 

pembahasan tentan:; ke;rdaan masa lalu dan ~nasa seka-rmg, 
antara idealitas dan realitas dan antara das Sdlen dan das 
Seiiznya. Karakter be:-lsal dari Sahasa latin "kllarn Yter, 
kharassein atau lclz~zrax", dalam bahasa Prancis "cnuact~~re" 
dalain bahasa Inggri s "C i~aracter. 

Dalam art1 has  lcarakter berarti sifat keji~uaan, akl~lak, 
budi pekerti, tabiat, wat;~k yang membedakan seseoran:; derigan 
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ir)!'hl TITAS FJ,4S 3NAL 

orang lain (Tim Nasionsl Dosen Pendidikan ICewarganeg:~raan, 
20 1 1). Sehingga karaiter bangsa dapat diartikan t:hia~ atau 
watak khas ban2sa 'ndonesia yang membedakan bmgsa 
Indonesia dengan bangsa lain. Menun~t Max Weber cara yang 
terbaik untuk mcmaharni juatu mas yarakat adala h dmgan 
memahami tingklh la ku anggotanya . Dan cara o1em:rhami 
tingkah laku anggota adalah dengan memahami kcbud~yaan 
mereka yaitu sistem makna rnereka (Darmaputra, 19: 6) 

Manusia adali15 ma khluk yang selatu mencari makna 
terns menerus ata s selllua tindakannya. M a h a  selal u menj adi 
orientasi tindakar manusia baik clisadari atau ~idak. Mmusia 
juga mencari dan ber~saha menjelaskan 'logika' d~ ri tirlgkah 
laku sosial n~asyaraki t teri entu melalui kebudaya;in nl ereka 
sendiri, yang n~qzmba n g n  siste~n politik, ekono:ni, sosial 
budaya, dan keaman. n bersama. Kecintaan pada tannh air 
kerajaannya dileburkm d dam kecintaan pnda Indcnesia. 
Pemerintahan yang -?lonarkhi berubah menj adi tlemokrasi . 

Pancasila dirumuskan melalui rnusj~a\varall bersama 
anggota BPUPK?' yan g diwakili  ole:^ berba gai wi laya! 1 dan 
penganut agama, bukil n dip aksakan o' eh suatu k e h  a tanivezim 
tertentu. Dengan der-ikian Pancasila betul-betul ~nenll~akan 
nilai dasar sekaliys deal untuk bangsa Intlonesia. ~ilei-nilai 
yang merupakan idertitas sekaligus karakter bangsa (Knelan, 
2007). Lima nilai llasar yaitu kstuhanan. kernanvsiaan, 
persatuan, kerakyatan dan keadilan atialah rea1:tas yang hidup 
di Indonesia. Aprbila kits tinggal cli luar negeri ama tlah .i arang 
kita mendengar suara ionceng gereja, adzan a nag rib atac suara 
panggilan dari tampel ibadah agama. Suara iiu di Lndmesia 



sudah amat biasa. Ada 1:esan nuallsa religiusitas yang keqtal 
yang dalam kehidupan b2ngsa kita, 

C. Proses Berbangsa d;ln Be]-negnra 

Keberadaan bac p a  I~idones ia tidak lahir begitu : aja, 

namun lewat proses pa-jang dengaa berbagai hambatan dan 

rintangan. Kepribadian, j ati diri serta identitas nasinanl 
Indonesia dapat dllacal.: dari sejarah ter5entuhya barjgsa 
Indonesia dari zaman kerajaar. Kutai, Sriwijaya,serta keraj:lan- 

kerajaall lain sebelum kc1:onialisme dan imperialisme nlesu7t. ke 
Indonesia. 

Nilai-nilai Panc~sila zudall ads pada zaman i 11, t dak 
hanya pada era kolonial atau pasca kolonial. Pr~lses 

terbentuknya nasionali:.ine yang berakar p:3da butls~ya ini 

menurut Moha~nnlad Yamin di istilahkan sebag si i'ase 
nasionalisme lama (Kael~n,  2007). FemSentukan nasiona1i;me 

modem lnenurnt Yamn dirintis oleh para to'coh pejl-.mg 
kemerdekasn dimuiai cari tahun 1908 berdirinya organlsasi 
pergerakan Budi IJtorr o, kemudian dicetuslcn~~ya Sun- 92111 
Pemuda pada tahun 1 928. Perjuansan terns bergulir hi17 gga 

mencapai titik kullninaqinya pada :anggal 17 Agustus 1 945 
sebagai tonggak berdirir ;Ja negara Republik Indonesia (Kae ian, 

2007). Indonesia adalah .legara yang terdiri atas banyzk p~ lau, 

suku, agama, budaya mziupun bahasa, sehngga diperlukan catu 

pengikat untuk menyatul.;an kcragaman tersebut. Nasionalisme 
menj adi syarat mutlak b 3 gi pe mbentukali ident it as ban::sa. 
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1. Peristiwa proses berbangsa : 

Salah satu pel-katazn Soekarno yang sangat te-kenal 
adalah 'j as merab.' yang maknanya j angan sampai lnelunakan 
sejarah. Sejarah akno membuat seseorang hati-hat. dan 
bijaksana. Orang berati-hati untuk tidak melakukan kesljlahan 
yang dilakukan peda nnsa lalu. Orang menjadi bijaksana 1:arena 
mampu membuat pelencallaan ke depan dengan seksama. 
Dengan belajar szjarrll kita juga nlengerti posisi h t a  s:mt ini 
bahwa ada perj alana n panjang seSelum keberadaar kita 
sekarang dan rnengert i sebenarnya siapa kite sebenalnya. siapa 
nenek moyang krita, '~agaimana karekter mereka, apa yang 
mereka cita-citakan xlama ini. Sej arah adnla h ibarat spion 
kendaraan yang digunllkan ~mtuk nlengerti keztdaan di behkang 
kita, nanlun demikian 1:ita tidak boleh terpaku dalam mel-hat ke 
belakang. Masa 1:ilu yang trsgis bisa jadi mengurangi sen~angat 
kita untuk maju. Pel-isti~a tragis yang pcrnah di,~lami oleh 
bangsa ini adal ah penjaj ahan yang te rj adi ber 35ad -abad, 
sehingga menciptakan watak bangsa yang r~incl,?r v.!zi-deIz 
(kehilangan kepercay;~an diri). Peristiwa tersebut henc'daya 
menjadi pemicu untcl: meilgejar ketel-tinggalan dan berusaha 

lebih maju dari negar;] yang dulu pemah menjajah 1:ita. ?rases 
berbangsa dapat di': hat dari rangkaian peistivia i j  danya 
keraj aaan Maj op;thit dan se3againya 

a. Berdirinya olgani ::mi rnassa benama Budi U tom( ) oleh 
Sutomo pada tangsal 23 Mei 1908 yang nlenj~di pelopor 
berdirinya or3anis xi-organisasi pergerakan nasiona: yang 
lain di belakang hrri. Di belakang Sutomo ada dr. U'ahidin 
Sudirohusodo yan g selalu membangkitkan motivaci dan 
kesadaran berbanc:sa terutanla kepada para nlahnsiswa 



IDENTITAS NAS:ON! L 

STOVIA (Sch6701 lot Opreirlir~g va?z Indischc? Avlren) Budi 

Utomo adalah gerakan sosio kultural yang merupakan awal 
pergerakan nasiond yarlg merintis kebangkitan naqional 

menuju cita-cita Indonesia merdeka (Balqi, 2009). 

Organisasi keagarnan hluhamadiyah, NU, lasknr pc-iuang 
kemerdekaan yang I~erasal dari berbagai ponclok pesar t eren, 
surau yang me1 ahir c an berbagai pej uang dan pemi kir Eangsa 

b. Sumpah Pemuda yang di:'.krarkan oleh para peinuda pt.:lopor 
persatuan bangsa 'ndonesia dalaln Ko.n.ges Pemuda di 
Jakarta pacla 28 Okt h e r  1 928. Tkar tersebut berbuny i : 

Pertama : Kami putra tian puteri Indonesia mengaku l~ertvmpah 

- darab yang: satu, tanah air Indonesia. 

Kedua : Kami putra (Ian puteri hdonesia mengaku berbmgsa 
yang satu. bang sa Indonesia. 

Ketiga : Kami putr.:~ dan puteri Indonesia melljun-j ung ' inggi 
baliasa persatua n, Bahasa Indonesia. 

2. Peristiwa proses be-negara 

Proses 1~ernt:gara menlpakan Icehendak antvk 
melepas kan diri d sri pcnj ajahan, mengandung upaya rneiniliki 

kemerdekaan uniuk 1nen~;atur negaranya sendiri : ecara 
berdaulat tidak dil?awal~ cengkeraman dan kendaii b ~ n g s : ~  lain. 

Dua peristiwa penting dalanl proses bemegara adalah siclang- 
sidang Badan Penyelidi k Usaha-usnha Persiapar. Ken1erdl:kaan 

Indonesia (BPUPKI) dan sidang-siclang Panitia F'ersiapan 
Kemerdekaan Indonesj r l  (PPKI). 
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a. Pemerintah Jepang be rjanj i akan memberikan ke merclekaan 
kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. 
Janji itu disarnpaikan oleh Perdana mente~i Jepalig Jenderal 
Kunaiki Koisu (Fcngganti Perdana Menteri Tojo) dalam 
Sidang Teikuku (3ikoi (Parlemen Jepan::). Realisa~ i dari 
janj i itu maka di5entuklah BPUPKI (Badan Penvelidik 
Usaha-usaha Pershpan Kemerdekaan 1ndonesi:i) p:lda 29 
April 1945 dan dilxttik pada 21 Mei 1945 yang d ~ k e t ~ i ~ i  oleh 
Dr. KRT. Ra(ljim:ln Wr:dyodiningrat. Peristiwa irlila?i yang 
menj adi tonggak pertama proses Indonesia menj adi -?egara. 
Pada sidang ini mulai dirumuskan syarat-s:v.ara+ yang 
diperlukan untuk I !lend; rikan negara yang rnerdeka i 3akry, 
2009). 

b. Pembentukan PIXI (Panitia Persiaoari Kcmerdekaan 
Indonesia) se:elah sebelumnya mexnbubarkan BF'UPILI pada 
9 Apstus 1945. ICetua PPKI ndalah Ir. S~ekam3  da-1 wakil 
ketua adalah Drs. P ?oh. Hatta. Badan yang mula-mule buatan 
Jepang untuk memersiapkan kemerdeka~.~ Indon~sia, setelah 
Jepang takluk p ~ d a  Sekutu dan setelah dipl-okl~nirkan 
Kenlerdekaan h(l ~nes i  s, maka b adan ini mem~~unyai si fat 
'Badan Nasional' yang mewakili seluruh bangs1 Inc'onesia. 
Dengan penyerak :in Jepang pada sekutu maka anj i Jepang 
tidak terpemhi, sellinga bangsa 1rldon:sia dapat 
memproklawirka? diri menj adi negara yang merdekn . Kerj a 
keras'BPUPK1 rr erumuskan hasil musyaurarc~kl ideology 
Negara sebelum merdeka yang terkenal dengan Konsep 
Piagam Jakarta (22 Juni 1945), begitu juga korsepsi UUD, 
yang hasil iru diY)awa lagi pada sidang PPKI tan~gal  18 



Agustus 1 945. Pads 1 angga I itulah Pancasila resrni seb:) gai 
dasar Negara, bu'can psda tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945 

c. Prolclam~ si kemerdekaan Indonesia 1 7 4gu:: tus 
1945 dan penetapan LJtldang undang Dasar Negara R.epul:lik 
Indonesia Tahun 194-5 pada sidang PPKI tanggal 1 8.4gu*;tus 
1945. Peristiwa ini *nerul~akan momentum yang pa'lng 
penting dan bersejardl karena merupakan titik balik dari 
negara yang terjaj ah n~enj adinegara yang merdeka. 'S uas:ina 
yang luar biasa tr:rjadi yaitu kompromi mencari kesepakp :an 

idelogi dan konstitus! Negara. Terutama sila pertarna p-lda 
piagam Jakarta berb~myi: Ketuhanan, dengall ke\vajiian 
menjalankan Syariat Islam bagi pe-neluk-petnelucnya. 7 
Kata dihilangkan, dig ~ n t i  c'engan Ya t ~ g  Maha Esa. den y n  

tuj uan melurusk; n kct auhiclan umat. (Baca Alc?n~sy a n  P 
Penviranegara rnan1;In rnenteri zgama R1, 1:erel:lan 
rnenghilangkan 7 kilts merupakan hadiah tt=rbeclar dari 

kelompok Is!am) Dal kescpakatan lain d a l ~ m  pass1 p:rsal 
lain, ada kekeliruan 4 E-nli arnademen : bagailnara kelteliruan 
empat kali amanclemen UUD 1945 terutama pasal2. pas:: 6, 
dan penerapan ppsal 1 3 UUD 1945. 

Penulisan ini dildcukan melnlui pengalaman I:tpanyan 

masukan dari berbagai F'usham (Pusat Studi HAPI{) wilayah 

barat (Sumatera den K:llimaltan) sebngai penprus,  pcsisi 

penulis sebagai ualul ketus Kotnnas HAM Perwaklan 

Sunlatera Barat, 2002 .Id 2006, 2006 s/d 20131, 1lirel:tur 

Lembaga Pengkaj ien Kbstahanan Kasional Sumatera BF rat. 

Direktur Pengembangan W ilayah dan Otonoini daerall, Drl ta- 
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data yang terhimpun untuk cliliaji ulan: dan nenuju 3eru'~ahan 

baru. 

1. Untuk pasal2 ayat (I), yang berbunyi MPR I erdiri atas 

anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih rrelalui 

pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan ur dang- 

undang. PenPahan ini dianggap kebablasan, I:arena 

sebelum diamxndenlen bunyi pasalrlya adalah: ".MPR 

terdiri atas a~lggota-anggota DPR, tiitambi~h dzngan 

utusan-utusan dari daerah daerall dan golc 1 . I g an- 

golongan. mequrut aturan yang c!i tetapkz n d e ~ ~ g a n  

utldang-undarl;. Dillam ~ e n j  elasatl pasal dik:ltakan 

bahwa sulxiya t;elunth ralqat, seluruh go longan, s rlumh 

daerah akan rn 2mpunyai wakil. dalanl maj eli::, sellinpga 

majelis i ~ u  akan betul-betul dapat dianggap s~bagai 

penj elmaan ra l cyat, Icemudian golongan-golongan yang 

disesuaikm clengan aliran zaman.. . , Pen bah:\n itu 

melukai masy~rakat Indonesia yang mu1 tietnis, bl ldaya, 

bahkan ini nxngancam kepada disintegras~ b~ngsa, 

perpecahiin berbanpsa dan bernegara. Karena unsur 

ketenvakilan dicerai oleh hasil amanderren (Hasil 

temuan Pusham Sumatera dan Kalimant an, 2 009 

2. Pasal6 ayat (1 A, yang berbunyi calon presiderl dar wakil 

presiden ham:, seorang wargn negara lndorlesia sejak 
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kelahirannya dan t idak pernah meneriina 

kewarganegaraa~? lain karena kehendaknya sen -lLiri, 

tidak pernali met-gkhianati Negara, serta mampu sef:ara 

rohani dan jas~nani untuk ~nelaksanakan tuyas (Ian 

kewaj iban sebi~ ~ a i  ?reside11 dan wakil presil.len. 

Perubahan ini j ~ ~ g a  kebablasan, karena menj ;iuh dari 

suasana kehatin 3 n UUD 1 945. Sebelurr diam; ndewen 

bunyi pasalnya :ldalah Presiden ialah orang I~idonesia 

asli. Yang dirr1;lknai disanlping dia warga Ne.~ara 

Indonesia yang yang lahir di Indonesia, memab:lmi 

sej arah perj uang an bangsa, berketuhanan yaitu beri-ran 

dan bertaqwa kl-pada Tuhan Y m g  Maha Esa (ammat 

pasal 29 UUI? 19451, berprikemanusiaar! (t dak 

melanggar HAM) bai!; pelanggaran Hak Sip01 clan Yak 

Ekosob. Perubal~an itu tidak sesuai dengan sernmgat 

proklariiasi ken- c:rdek3an, Revo lusi kemerdek 3x1, dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam prmhukaan L-UD 

1945. Karena sef elah diamarlde~nen membuka pel11 ang 

Indonesia diku;~sai asing. Ditambah derlgan devgan 

sistem pemi1ih;ltl presiden secara langsung, terljuka 

lebar. Tidak biszl alasan HAM dijadikan alasan semua 

orang Sam;\, D:? lam asas adagium h u h m  dikatakan, 

semua orang ad:!lah subiek h ~ k u m ,  tetapj tidak sernua 

orang dapa: melakukan perbuatan hukum yang s:lma, 
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dengan dibatasi oleh faktor tidak: cakap, jal:atan, 

domisili, kelak~an tidak bnik, kepentinzan  bang^;^ dan 

Negara, dan dalam HAN ada jugn kewaj ban asasi 

manusia sebagsi syarat pelaksanaan HAM ltu sendiri 

(Perhatikan Kovenan ICCPR clan ICECCR) . 

Pasal 18 berbunyi: " pembagian daerah Indc~nesia atas 

daerah besar dan kecil. dengan bentuk sosunan 

pemeiintsham~ ya ditet apkan dengan undar g-ur! dang, 

dengan me1nand:ing darl menginga:i dasar 

perrnusya wara'an d slam sistem pemerintahan Negara, 

dan hak-hak asal-usul dalam daerah-dac:rah yang 

bersifat istimewa. I'ada penjelasan ?ertami pa;al 18 

dikatakan ballwa: oleh karena Negare Indonesia itu 

suatu ec?r~he;~Isstaat, maka Indonesia tak akm 

mempunyai i aerah di dalaln lingkungarnya yang 

bersifat s4aat -i:~ga. Ilaerah Indonesia akan di'xigi dalam 

daerah propin-;i dan daerah propinsi akan tlibagri pula 

dalam daerah yang lebih kecil. Di cle erah-d:lera!l yang 

bersifat c\tonoln (str-eek ?an ,'o cale 

rechtsgelnenst nappen) atau bersifat daerah admir) istrasi 

belaka, sl:muil nya nlenurut atwan yar g akan ditea apkan 

dengan und:~ ng-undang. Di daerah yan g I- crsifat 

otonom akan diadakan badan penv akilan cl sera1], oleh 

karena itu di daer2 h pun pemerintahan akz n brrsendi 



atas dasar pennusyawarat. Pada penj elasari ke tlua 

dikatakan l~ahvr I dal am territoir Negara Irtdon-.sia 

terdapat lebih k ~ r a n g  250 zelfbesturer.de landchappen 

dan volksgemee~chappen, seperti desa di Jawa dan 

Bali, nagari di Minangkabau, dusun d2.n warg? di 

Pzlembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu 

mempunysi susman asli, dan oleh karenanqa cl:!pat 

dianggap sebag: ti diierah yang bersifz t is ti mc~va. 

Negara Republi b. Indonesia menghormat i ket iudu \:an 

daerah-daerlh ir:~ ilnewa tersebul dan segala p xatv 1-an 

Negara yang mengenai daerah-damah it11 akan 

mengingati ha 1:-hak asal -tisul daera h t erse'wt. 

Perubahan me11 6 adi pasal 1 8 meml~uka pelu ang 

pemerinatal- me1 llui L U  yang di5uat mengusul- dach -ah 

besar dan kecil t vrutama pada masyarakat adat me11 lui 

seperti UU No.6 'Tahu1120 15 (Desa). Hasil amandei-len 

mengatakan : " Pasa' 18 ayat (1) Nesara K.esatn.ian 

Republi k Indoner;ia dibagi atas daerah-C aerah -3rov insi 

dan daerah prov.nsi itu dibagi atas kabupaten dan k ,ta, 

yang tiap-tiap nrovinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pernt:rintahan daerah, yang diatur d e n y n  

undang-undlng, ayat (2) pemerintah tiaerah provinsi, 

daerah kabupate.1 dan kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pcmerir.tal~an menurut asas oton3mi dan 
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pembantuan, ayat (3) pemerintah daerah provinsi, 

daerah kabupzr en, d m  kota memilki Dewan I'envakilan 

RaLyat Daer:th yang nnggota-anggotanya ( l ipilih 

melalui pemilihan umum, ayat (4) Gu4emilr, Rupati, 

dan Walikct a masing-ma sing sebagai 'repala 

pemerintz-han daerzih prcvinsi, kabupaten, dar! kota 

dipilih secara demakratis, ayat (5) penlerintah 'aerah 

menjalanhn otonomi selu-as-luasnya, keccali x-usan 

pemerintnhan yang oleh urldang-und ang ditel tukan 

sebagai urusa- pemzrintahan pusat, ayat (6) 13emr:rintah 

daerah herhak menetapkan peraiuran d 3era'. dan 

peraturan-per-? turan lain untuk melaksanakr n ot onorni 

dan tugas perribantl~an, dan pada ayat (7) susunqn dan 

tata cara pen;;elen_e.garaan pemerint ahan daerzh diatur 

dalam undang-undsng. Pasal 1 8A ayat (1 ) men,ontakan 

bahura h ~ ~ b u n  ;an vvewenang antara pemer7ntal- pusat 

dan pemerint~ h dat:rah provilni, ka bupatedli. dr n kota 

atzu antnra p~ovinsi dan kal~upaten dan M a ,  diatur 

dengan undang-undang dengan menlperllatikan 

kehusus~n da-I keragaman daerah. Pasal 18A ayat (2) 

hubungan keuanga n, pel ayanan utnum, pcman faat an 

sumber day2 alam dan sumber daya lairnya antara 

pemerint ah pusat clan pemerintahan daerah dia8.Jr dan 

dilaksanskan secara adil dan sel aras berd;~ sarkan 
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undang-umlang. Pasal 1 SB ayat (1) Negnra mengnkui 

dan rneng1lorm;~ti satuan-satuan perrerintal-L dperah 

yang bersifat kkiisus :[tau bersifat istimenra yang diatur 

dengan undang-undang, pasal 1 8B aya t (2) Neigara 

mengakui dar: menghorrna ti kesatuan- kesa t uan 

masyarakat hokllrn aclat beserta hak-hak tradisionplnya 

sepanjang mnsih hidup dan sesuai delgan 

perkembangan vlasyarakat dan prinsip Negara kes~luan 

Republ i k I~~donrsia, q ang diatur dalam undang-unc';mg. 

Perubahan ini berdampak pada kebijakan undnng- 

undang yang (1 ilahir kan menpsur  Desa 2 clat ,ltau 

Nagari adat, dzn nama lain yang bersifat isti117ewa 

sesuai dengan a: a1 usill tradj sionlanya, missal LrU "40.6 

Tahun 20 1 5 t entan*: "Desa", merum kan unc7ang- 

undang ysng memperkosa, mengusur keberdaan 

masyarakat ad37 dengan identitasnya. KelaEiran UU 

desa merupaka-I pelanggaran HAM dala~n bidang hak 

Sipol, dimana ident itas budaya sepert i kebera (laan 

peinimpin non form;il (tokoh adat) digusur temasuk 

hak ulayat dnsl siinbol lainnya (per'lntikan liasil 

penelitian Stranas Azwar Ananda dan .4kmal. 20 1 4) 

Dari pokok-pokok piluran diatas MPR rnaiih *:erlu 

difungsikan membuat !-rand design r~egara yang dirumcskan 

dalam konstitusi Nega-n. Grand design itu mencakup bidang 
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'. sistem ideologi Negaril. sistam politik Negara, sister ekcnomi, 

sistem social budnya h egara, dan sistem hankarn Negar;! yang 

terfatri dalam konsep letahanan na sional Negara, j ik:1 ad;: yang 

menyimpang MPR (libex-i wewenang mengingatkan -;emus 

lembaga Negara yang ada. Negara Republik 1ndont:sia tialam 

mempertahankan ekr i st ens inya t idak terlepas dari t xikan 

pengaruh baik jang datang dari dalam maupun dari luar 

lingkungannya. 1Jntu.i itu, bangsa Indonesia dituiltut untuk 

memiliki keuletan dan ketangguhnn S.alam menghadapi setiap 

ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (AI'HG? yang 

datang. Kekuatan nasional itu disebut: ketab.anan na.;ional. 

Lernhannas merumuslcan ketahanan nnsional sebaga j ber.'<ut: 

Kondisi dinalnik suatu bangsa meliputi seb~mh aspek 
kehiclupan y n g  terintegrasi, berisi ke~ le t s i  dan 
ketangguhan, yang nengandung kema-upuan 
mengeml~angkar, kekuatan nasional dalam nleng'ladapi 
dan mensatas: segala tantangan, ancainan, ham batan, 
serta ganggua:] bail: yang datang dari luar rr aupl In dari 
dalam, yang: lansung maupun tidak 1:lnsung 
membahayak~n intt:gritas. identitas, kelansungari hidup 
bangsa cian negara serta perjuangan mengejar tujuan 
naional (Lemhannas, 1988). 

Definisi yang dikema kakan Lemham~as bersifat nomini.! yang 
tidak dapat digunakarl sebagai pangkal - tolak menalar. Un'uk itu, 
menurut Abdulkadir Sesar perlu diganti dengan ckfinlsi riil, 
yang rumusanny sehgai herikut: 
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Ketahanan nas onal adalah kondisi dinamik smtu 
bangsa, berisi keul eta11 dan ketanggubar~, ) ang 
mengandung kc:mampuan mengembangkan koku I tan 
nasional mclalui interaksi ga:ra alarniah dan gat ra sosial 
yang secara hirukhi-berturutan di bawah kendali gatra 
politik, gatra id eologi, dan pengetrapan pelidekq tan 
j amak: kesej a11 t eraan, keamanan, demokrai ik, dan 
kultural, dalam lnemajukan kesejahteraan bangsa, dan 
mengatasi tan? nngar, ancaman, hambatan, s erta 
gangguan, baik yang datang dari luar maupun tlari 
dalam yaqg !angs ung mallpun t idak Ian: ung 
membahaynkan ntegritas, iclentitas, serta kelansu~ ?an 
hidup bangsa da 11 negara (Abdulkadir Besar, 1 993 :! 3). 

D.Politik Identitas Nasional 

Politik identitas adalall nama untuk menjebskan sitilasi 
yang ditandai dengar kebanglcjtan kelonlpok-k(:loi~-pok 
identitas sebagai .- ;tnggz pan un tuk represi y n g  

memarjinalisasikan me-:ka di rnasa lalu. iclentitas benibah 

men. adi politik identit :ls ketika menjadi basis p e j u a ~ i ~ a n  
aspirasi kelompok (Bagi J-, 20 1 1). 

Identitas hukaq hanya pcrsoalan sosio-p:rikologis 

namun juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas yang 
dalam konteks kcbanpaan seharusr,ya digunakan u-~tuk 

merangkum kebinelaan '3angs.a ini, namun justru tnulai tan~pak 

penguaan identitas-iden:itas sektarian baik dalaln aganla, s:tLa, 
daerah dan lain-lain. Iccntitas yang menjadi salah satu insar 
konsep kewargane;;ara;l.1 (ci:izenslzip) adalah kesad~ran atas 

kesetaraan manusil sel~agai wargnnegara. Identitas sebngai 

warganegara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, 

Page 38 of 326 



terlepas dari identitas lain apapun yang dilnilikinya scperti 
identitas agama, etnis, daerah dan l ain-lain (l3ng.r. 2C 1 1). 

Pada era reformasi. kebebasan bentkir, berpe~ dapat 
dan kebebasan lain dib~lka. Dalam perkembangannya kebcbasan 
(yang berlebihan) ini telah aenghancurkan po~dasi dan pilar- 
pilar yang pemah dibangm oleh pemerintah sebelumya. 
Masyarakat tidak lagi krit{s dalam melihat apa yang perlu 
diganti dan apa yang perlu dipertahan'tan. Ada euphoria untuk 
mengganti semua. Perkembangan lebih lanj ut :~dalah 
menguatnya wacma hak asasi manusia dan ctonomi ciaerah 
yang memberika~i wa~na baru bagi kehidupan berkjangrs dan 
bernegara yang rrenulliukken sisi positif dan negatifilya. 

Pilai- ada lah t iang penyangga suatu bangunan Pilar 
merniliki peran yang srngat sentral dan menentukan, kare-a bila 
pilar ini tidak E:oko-7 atau rapuh akar. berakibat rotohnya 

hangunan yang dismgga2yn. Dalam bahasa Jswa tiang 
penyangga bangman atau ruinah ini disebut "soko", liahkan 
bagi rumah jenis joglo, yal:ni nmmh yang atapnya merjulang 
tinggi .terdapat empa? soko di tengah bangunan yang c'isebut 
soko gum. Soko guru ini sarigat menentukan kokoh dan kaatnya 
bangunan, terdirj atas batang kayu yang besar dan dari jenis 
kayu yang dapat dipcrtanggung jawabkan. Dengall de-likian 
orang yang bertempat di rumah terseht akan meram nyaman, 
aman dan selamat dari berbagai bencana dan gangs  an. 

Demikian pu: ;I haln ya dengan bangunan neg ara-b sngsa, 
membutuhkan pilar :itau soko .vnl yang merupakar tiang 
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penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan m :.rasa 
nyaman, aman, terteran da3 sejalltera, terl~iizdar dari s :gala 
macam gangguan clan l?enca~ia. Pilar bagi s u a t ~  1legara-b~-1gsa 
berupa sistem keyaluna t i  atau belief system, atnzlpJ~ilo::cph ;sche 

grondslag, yang berisi konxp, prinsip dan nilai yang dianut 
oleh rakyat negara-ba~~gsa yang bersangkutan yang diyaluni 
memiliki kekuatan untu'c dipcrgunakan sebagai lc?nda:.an dalam 
hidup berrnasyarakat, berban::sa dan bemegara. 

1. Pilar Pancasila 

Konsepsi Pancasill da'am pengertian abstrak umum vni\ ersal 
dapat dijelaskan sccarz filsai'ati, sedanskan disaat ditrasfortasi 
kedalam penyelenggal-;ian Uegara harus knnsisten dengan 
amanat sila pancnsila (pengertian dalam kehidup; n nyata) 
seperti hukutn ?ida;?a, ketatanegaraan, mungkin mtuk 
keperdataan tidak mur.l;klin disatukan sepefi bagi i:elo~?lpok 
Islam inemerlukan UU Sel-tifikat haial, haji, zakpt dall lai-lnya, 
bagi non muslim lain jika ada hak keperdataan &pat julga 
dimuat dan diberlakuka~ bag: mereka. Fungsi pancasila seT7agai 
dasar Negara sudsh tcl-lihat dalanl bidang eksehti f di--~ana 
presiden dan aparat negara dan pegawai negara wajib ciisurnpah 
menurut agamanya, dr la13 UU pada konsecleran cleka3 akan 
"Berdasarkan Ket\than;ln Ynng Maha Esa". Untuk yud i katif 
terlihat putusan hakim" Demi Keadl lan Berdasarkan K-etul? man 
Yang Maha Esa" Artitlya Pancasila menj ac i ;man 
dalam setiap kebij nkan kenegaraan. 

Pilar pertama ba2i teqak kokoh berdirinya negara-bmgsa 
Indonesia adalah Pa~l~sasilz. Timbul pertanyaan, rner? gapa 
Pancasila diangkat seb3gai pilar bangsa Indonesia. Pel-lu dasar 
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pemikiran yang kuai dan dapat dipertanggung jaw:\bkan 
sehingga dapat diterinla oleh seluluh warga bangsa, me?lgapa 
bangsa Indonesia ~nenetapkan Pencasila seba gai pilar 
kehidupan berbangsa elm bernegara. 

Pancasila dinilai mcmenuhi syarat sebagai pila!- bagi 
negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dac cukup l u x  dan 
besar ini. Pancasi la m:impu mengakomodas i keanekarag~aman 
yang terdapat dallm 1::hidupan negara-bangsa indo-~esi;). Sila 
pertama Pancasiln, Ketuhar!an Yang Maha Esa, mengall dung 
konsep dasar yang tertlapat pada segala agama dan keyr'tinan 
yang dipeluk atau diinut oleh rakyat Indonesia, rnerunakan 
common denorninato- dari berbagai agams, sehingga dapat 
diterima semua a gam 3 dan keyakinar.. Demikian juga d sngan 
sila kedua, kernnusican yang adil tian beradab, inerupakan 
penghormatan ~erhatiap hak asasi manusia. Mlnusia 
didudukkan se su~  i dei! gan E arkat clan martahatnya, t. dzk hanya 
setara, tetapi juga secara adil clan beradab. Parzasila 
rnenjunjung tin ggi kedimlatan rakyat, rlamu n dalam 
implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada l\.ikrnat 
kebijaksanaan dalanl permusyawara ta~~:m~ki lan  C edang 
kehidupan berbangs; dan bernegara ini adalah untuk 
mewujudkan kezdila? sosial bagi seluruh ralyat Indonesia, 
bukan untuk kesejahteraan -3erorallgatl atau g01onga.i. Nlmpak 
bahwa Pancasila sangnt tepat sebagai pilar bagi negara-hangsa 
yang pluralistik. 

Pancasila sel~sgai salah sat11 pilar dalam kehdupan 
berbangsa dan beme::ara tnemiliki konsep, PI-insip da*- nilai 
yang merupakan krist alisas i dari belief system yang terd3pat di 
seantero wilayall Inhnesja, sehingga men~berikan jc :ninan 
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kokoh kuatnya Pancasila ;ebagai pilas kellidupan berbar~gsa clan 
benlegara. 

Negara Indonesia aclalah negara huhrm, yang bernlakn:~ bal~wa 
hukum harus di-junjung nggi dan ditegakkan. Set iap 1:ogi;) tan 
dalam negara hams berdasar pnda hukum, dan se'iap 
warganegara hams tuntl~lk dnn taat pada hukurn. Perlu kits 

sadari bahwa satu-satunya norrna kehidupan yiln.2 d i e h i  sah 
untuk rnemaksa wargany adalalz nonna hukum. llal ini be~.;~rti  

bahwa aparat pemerintall menliliki hak untuk memal:sa, dan 

apabila perlu deng;m kt. kerasan, terhad ap warganega ra y lng 
tidak mau tunduk dan tic:~k mematuhi hukum. Memaks 3 ad;blah 
hak asasi aparai penyelenggara pemerintahan dajam 
menegakkan hukum . 

Suatu negara ysng tic!ak mampu menegakkan h u h m  
akan mengundang te j;~ iinya situasi yang tlisebut anar'chi. 
Sebagai ahbat wzrgane,o:ua berbuat clan Sertinclak Sebas ses~ika 

hati, tanpa kendali. dengan l~erdalih nienernpkan hak a ~ a s i ,  
sehingga yang tell adi ndalah kekacauan demi kel:aca~  an. 

Dewasa ini berkembang pendapat dalam masyarakat , apqrat 

yang dengan tegas menindak perbuatan wargaqegara yang 
mengacau dinilai selagai melanggar hak asasi ~nanusia. ba5l:an 
sering diberi predik~ t pel:t~lggaran ha\ asasi manusia yang bvrat. 

Kita perlu sada; bahwa negara-bangsa Indonesia dewasa ini 

sedang dij adikan bul ;jn-bulanan dalam penerapan tian 

pe~nbelaan hak asasi mal~usia. Negara-bnngsa Indonesia dil~llat 
lemah tidak berdaya, :;fshngga kekuatan luar nkan dergan 

gampang untuk mer r;hanc;urkamlya. Untu k mc.nan::kal 
pengaruh tersebut negsra-bangsa lndonesia hams meniadi 
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negara yang kokoh, htxprihadi, rnemiliki karaker tlan ;atidiri 
handal sehingga rnarnx untuk menangkal segals gariggu7ln. 

2. Pilar Undang Undang Dasar 1945 

Pilar kedua 1:chidupan berbangsa dan be me gar;^ bagi 
bangsa Indonesie ad2 I ah Undang-Undang Dasnr 1 94 5. 'Ilalam 
rangka memahami tl m rendalami UUD 1 945, dipel-lukan 
memahami lebih daFulu makna undang-undnng dasar bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang 
terkandung dala~n Pernbukaan UrJD 1945. Tanpa nlenlaharni 
prinsip yang terkanr'ung dalam Pembukaan tersebut tidak 
mungkin mengndakm evaluasi terhadap pasal-pasal yang 
terdapat dalam batan!: tubuhnya dan barbagai undnng-i~ndang 
yang menj adi dzrivr r nya. r e  jadi kckeliruan makn;~, I ussana 
kebatinan terhadap UlJD 1 045 pada 4 kali emandemen, (1 in~ana 

terlalu mengadol~i d fmokrasi barat 

Makna Undang-Undang Dasar 

Beberapa p lhak membedakan 2 nt ara per gertian 
konstitusi dan u2danl:-undang dasar. Misal cia1 am kepu ; takaan 
Belanda, di antaranya yang disampaikan oleh L..r. Van 
Apeldoom, bahlva konstitusi berisi selumh peraturzn-pemturan 
dasar, baik yang terti~lis maupun yang tidak tertulis, yaw; berisi 
prinsip-prinsiup dan nonna-norma hularn ymg meildasari 
kehidupan kenegaran, scdang undang-undang tlasar hanya 
memuat bagian yanlj tertulis saja. Istilah undang-undarz dasar 
sangat mungkir tefcmah:nn dari grondwet (hahasa Bclanda), 
yang berasal dari kal:: grorld yang bermakna dasar dan vvzt yang 
berarti hukum, sehinlga grondwet berrnakna hukurr das 7r. Atau 

Page 43 of 326 



munglun j uga dari istilsll Gnlndgesetz yang terdiri cl sri M a  

Grund yang bermahla d a m  dan Gesetz yang bermahla h u h ~ m .  
Sangat mungkin para founding fathers dalam mr:nyu ; un 
rancangan UUD mengikuti pola piku ini, ha1 ini terbukti da'nm 
Penjelasan UUD 1945 diilyatakan ha! sebagai beriht:  

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebaginn clari 

hukum dasar negarn itu Undang-Undang Ijasar : alah huk urn 

dasar yang tertulis, set ang disaln~ingnya Undang-Und 1ng 
Dasar itu berlaku juga 1-l1lkum dasar yang tidak tertul s, i: !ah 
atura-aturan dasar yang t imbul dan terpeliharn dalam praE t ek 
penyelenggaraan negxa meskipun tidak 1 ertu' is. 

Konstitusi beras:ll dari istila11 latin col~stituere, y n g  
artinya menetapkan a t a ~  1nent:ntukan. Dalam sua tu konsti+usi 
terdapat ketentuan-ltetelltuan yang mengatur 1lak dasar clan 
kewaj iban wargaqegars sua tu negara, perlindungan 

warganegara dari ti d a k  sevrenang-wenang sesil ma 
warganegara maul~un dari penzuasa. K.onstitusi j ~ g a  
menentukan tata hubung:ln dan tata ke j a  lembaga yang terd; pat 

dalam negara, sehingga I(: jalin suatu sistem kerja yang efis'en, 
efektif dan produkti f, se;uai dengan tujuan darl wanrasan yang 
dianutnya. 

3. Pilar Negara Kcsatunn Rcpublik Indonesia 

Marilah kita ~nencoba ~nenelaah, sejauh rrana 

Per~bukaan UUD 1 945 memberikan akonmdasi t erhe (lap 
bentuk negara tertentu, fcderasi atau kesntuan. 

Pada alinea ked~ : ;~  disebutkan :" tiengan selamai sen' asa 
mengantarkan ralqrat Indonesia ke depan pintu gerl.:lng 
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kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, be satu, 
berdaulat, adil daq mahur.".  Kata atau ist-ilah ber:;;ttu zidak 
d3pat dimalmai bahwa kedaulatan negara terpusat atau 
terdistribusi pada pemerintal~ pusat dan negara bagian, sehingga 
tidak dapat dij adikar landasan untuk mener.tuka n anakah 
Negata Republik Indonesia berbentuk federal atau kesatunn. 

Mungkin salall satu landasan argumen bagi Eentuk 
negara adalah rurrusan sila ketiga yakni "persatuan Ilidonesia." 
Landasan inipun dipmdang tidak h a t  s ebagai arg I ment 
ditentukamya bontul: negara kesatuan. Untuk itu perlu 
dicarikan 1andas:in p~,iniluran nlengapa bangsa Indonesia 
menentukan bentuk N-gara Kesatuan, bahkan telnh t1iny;~takan 

oleh berbagai pihak ;ebagai ketentuan final. NKTU dcngan 
fomulasi senirali sasi A emynta mengangkangi a tau ~nepfxrkosa 
11ak-hak politik dan eL-onon~i masyarakat kelas bau ah. Vntuk 
yang tepat dengan pol? desentralisasi, yang pentaaannya '.slum 
selesai sampai sekarang. Terutama hubungan h -archi 
pemerintahan dan ke'lerdaan mas yarakat ada t (D esa Adat) 
dengan memperh.zt1kan daerah besar dan keci'. . 

Bentuk Neg 3 ra Kesatuan adalah ketent uan yang 
diambil oleh para foundi~g fathers pada tahun 1945 berda ;arkan 
berbagai pertimbang.3n dan hasil pembahasan yang cukup 
mendalam. Namun d:i lam perj alanan sej ara11 bangs2 Indonesia 
pernah juga mensrapkan bentuk negara federal seb g a i  akibat 
atau konsekuensi hwil konferensi meja bundar di Uegeri 
Belanda pada t a h n  1 '249. Namun penerapan pemerirttah '%ederal 
ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan untuk kelnudi an kr.mbali 
menj adi bentuk Negar2 kesatuan. 



Sej ak itu Nega I-a Replubli k Indonesia berbent uk 
kesatuan sampai dewasa iri, meskipun wacana men~enai neg:lra 

federal masih sering timb 111 pacla permukaan, ut arnanya sete'ah 
Negara-bangsa Indonesi2 me~nasulu era r e f o m s i .  Narrun 

nampaknya telah disepaltati ole11 segala pihak bahwa beniuk 
negara kesatuan merupakiln pilil~an final bangss. Untuc da.?at 

memaharni bagaima~la pmdapat para fo~mding fathers tentmg 
negara kesatuan ini ad:j baiknya h t a  sampaikan br:ber:bpa 
pendapat anggota Fadan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia. Bung Kamo dalam pi datonl a p:lda 

tanggal 1 Juni 1945, di 3 ntaranya mengusulkan sebagai de <;ar 
negara yang akan segern dibentuk a d a l ~  h faham kebangsa an, 
sebagai landasan ben-dirinya negara kebangsaan atau nat ior ale 

start. Berikut kutiparl beherapa bagiau dari pidato tersebut. '.Di 
antara bangsa Indcnesi-1, yang paling ada le desir d' rtre 
ensemble, adalah rakyat Minangkabnu, yang banyahl;~a k +a- 

kira 2 % milyun. Rak yat ini merasa di!lnya satu keluarga. Tet i~pi 
Minangkabau bukarl s u ~ t u  kesatuan, melainkan hanya Fntu 
bagian daripada  sat^^ ke:atuan. Penduduk Yoyya pun adz'ah 
merasa le desir d'stre ensemble, tetapi Yogya pur ha-~ya  

sebagian kecil clarirada satu kesatuan. Di Jaws Rarat RaEyat 
Pasundan sangat meras:~kan le desir d'etre ensemble:, te'npi 
Sunda pun satu bagian kecil daripada kesatuan. 

Dari kutipan pi jato tersebut tidak dapat dijadi+an 

landasan argumentlsi bagi terbentuknya negara kesatuan. 
Apalagi kalau kita kuti lebih lanjut pidato Bung Kame y:mg 
justru memberikan .:aml>aran negara kel~angsaan 3ada neg? ra- 

negara federal seperti Jcrmania Raya, India dan seb3gainya. 

Dengan dernikian sila ketiga Pancasila "persatuan Indoner :a," 
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tidak menjamin t e ~  udnya negara berbentuk kesat uan, :etapi 
lebih ke arah landasan bagi terbentuknya negara kebargsaan 
atau nation-state. 

Untuk mencari landasan bagi Negara kesiituan para 
founding fathers lebi'l mendasarkan diri pacla pmgalaman 
sejarah bangsa sejak zaman penjaj:ihan, waldu j~erjr nngan 
kemerdekaan sarrpai persiapan kemerdekaan bangsa Indcnesia. 
Penjajah menerapkan pendekatan devide et impera, atau pecah 
dan kuasai. Pendekatm tersebut hanya munghn dapat cliatasi 
oleh persatuan tian iresatuan. Sejarah mernbuktil:an '~ahwa 
perjuangan melawan pen. aj ah sclalu dapat dipatr~hkatl oleh 
penjajah dengan menl~cah dan mengadu domba. Hal ioi yang 
dipergunakan sebagai alasan dan dasar tlalam nlene-7tukan 
bentuk negara kesatua u. 

4. Filar Bhinneka Tunggal Ika 

Sejak awa! tdah begitu banyak pihak yang bewiaha 
membahas untul: mernahami dail memberi m a h a  Pancasila, 
serta bagaimana impl:mentasiny2 dalam kehiduparl ber3angsa 
dan bernegara. Seme~~tara itu pila-- Bhinneka Tu.ngga1 Ikil rnasih 
kurang menaril: b q i  pihak-pi hak untuk menlbah;. s dan 
nlemikirkan bagaimana implementasinya, r>adahal Bbinneka 
Tunggal Ika memegang peran yang sangat penting tmgi -1egara- 
bangsa yang sangat ~~luralistik ini. Dengall bei-titilc tolak dari 
pemikiran ini, dicc,')a untuk membahas makna Bllinneka 
Tunggal Ika dan bagpimana implementasinya dalanl keliidupan 
berbangsa dan ben~gara ,  sehingga Bhillrleka 'I'ungzal Ika 
benar-benar dapat mrnjadi tiang penyangga yang kokoll dalam 
kehidupan berb;mgs;i dan bemegra bagi bangsa Indonesia. 



Penemuan dan Landasan IIukum Bhinneka 'I'unggaTl Ika 

Sesanti ata u :;f:mbo yan Bhi~meka Tunggal 1ka 
diungkapkan pertama ka ' * oleh MPu Tantular, puj anggn agung 

keraj aan Maj apahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja 

Hayam Wuruk, di nbad ke enlpatbelas (1 350-1 3 89). Sesmti 
tersebut terdapat drllam karyanya; kakawin Sutasoma y.mg 
berbunyi "Bhinna ika tu--ggal i ka, tan hana dharma In;ulgrva, 
" yang artinya "Berbeda--5eda itu, satu itu, tak ada pensabc'ian 
yang mendua." Senlboytn yang ke~nucliqn dijadikan prir sip 
dalam kehidupan dalam rsemerintahzal kerajaan blaja~Ballit itu 
untuk tnengantisipasi adanya keaneka-ragaman agarna y Ing 
dipeluk oleh rakyat Maja-.-ahit pada wnktu itu! Meskipun mer 2ka 
berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdjsn. 

Pada tahun 1 95 1, sekitar 600 tahun setelah pertama ';ali 

semboyan Bhinneki~ Tullggal Ika Iran,o diunl;kap oic:l~ hlpu 
Tantular, ditetapkan cl eh pemerintali Indonesia sebqai  

semboyan resmi Negara Tepubllk Indonesia dengan Perat~ .an 
Pemerintah No.66 t alur 1 95 1 . Peraturan Pemerintah terse'mt 
menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhimeka 'Tunygal 
Ika ditetapkan sebagai szboyan yang terdapat dalam Lambang 
Negara Republik Lt~doner~ia, "Garuda Pancasila." Kata "bhi tlna 

ika," kemudian dirangka i menj adi sntu kata "bhinnek:\". Fads 
perubahan UUD 1345 yang kedua, Ehinneka Tun5gal Ika 
dikukuhkan sebagai selrbo yan resmi yang terdapa : da lam 

Lambang Negara, dan ter cantum dalnm pasal36a U7SC 1 9d 5 .  

S emboy atl Rhinr~ eka Tunggnl Ika yang m engz cu p d a  
bahasa Sanskrit, hnmpir sama denzan semboyan e Pluri bus 
Unum, semboyan 3angk;a Amerika Serikat yang maknmya 
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diversity in unity, prrbedaan dalam kesatuan. Semboyan 
tersebut terungkap di abad ke XVIII, sekitar empat abld srtelah 
mpu Tantular men3emu kakan semboyan Bhinneka Tu ngg: ! Ika. 
Sangat mungkin tidal: ada hubungannya, nemun yang jelas 
konsep keanekaragamsn dalam kesatuan telah diunrzka~ oleh 
Mpu Tantular terlebih tlulu. 

Kerangka dasar keh'idupan nasional yaitu Panca!;ila, UUD 
1945, Wawasan nusantara dan Ketahanan nasion:il 

Pancasila mer~pakan sutu ideclogi, artinya scperzngkat 
nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyal-aka1 dan 
digunakan untuk mena:a kehiduapn bemegara. Nilai itu adalah: 
nilai ketuhanan, kernar~usian, persatuan, kerakyatanltlemokrasi, 
dan keadilan. Scper::*~gkat ini ini Serhngji sebagai dasar 
negara, yaitu sefiap lrebijakan atau keputusa~ pclitik yang 
diambil n~u!ai dari pc~nerintahan terbawah sarrpai atas hams 
mengindahkan pesan rilai moral ideologi Pancasila. Kep. ..tusan 
itu tentu berbentuk atw-an hukum, seperti UI,'?I> 1945, Ketctapan 
MPR, Undang-TJndz ilg, Peraturan Pemerintah, Kepv-ltusan 
Presiden, Instru1tsi I'residen, Keputusan Menteri, Intmksi 
Menteri, Perda Tingkat I dan 11, Keputusan Gu1)ernilr dan 
intruksi Gubernur sarrepai kepada peraturan tlzrl~awah. Itl=ologi 
disebut juga berf~ngsi sebgai pembimbing, pengarall kelijakan 
politik, ekonomi. bud:!ya, dan keamanan. 

Sedangksn 1;UD (UUD 1945) sebagai bagic.11 dari 
konstitusi yang bersifnt tertulis, memuat hukum dar:ar t entang 
kebijakan kehidcpan l~erbangsa dan bemegara haik pada bidang 
politik, ekonomi, budaya dan keamanan. LWD itu tidal: hams 
didewakan, dia bisanya ketinggalan jaman, untul: itu, perlu 
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diamanden sesuai deligan kebutuhan atau dinamika yam; hidup 

dalaln mas yarakat. J ika .isa membandingkan negara Pranl: is 

sampai 40 kali lebili melalukan amanden terhac'ap 

konstitusinya, begitu jug2 Amerika Serikat. ULD 1 9 6  jrza 
disadari ole11 pendir: ne;;ara luta sebagai hukuln daspr ymg 

dibuat dalam keada~n tergesa-gesa clan dijanjikan ole11 Bcng 

Karno jika negara sutlah a man luta bikin UUD yang terb~lik by gi 
masyarakat. UUD 1045 t xdiri dari pembukaan, batanl; t u h h  

dan penjelasan. Untuk pembukaan nlerupakan ra11gka;an 

pemyatan pe rjalanan ln ejarah batigsa yang per1 J 1-ita 

pertahankan, barangkali yang perlu di amandemen itu adalah 
pasal-pasal dan penjelasan UUD itu yang diangllap 

menghambat menuju neg;ra demokrasi, seperti gegara kesatl Ian 

menj adi negara fedel-asi, {usunan clan pembagian tugas I m b  Iga 

negara, masa jabatatl pr-siden, cara mergrekn-it oran:; durluk 

dalam lembaga nt:gar;l dan sebagal-nya. UUD ma1 ! ah 

diperlukan dalam menj 3 barkan setiap haluan negarz, m1 ka 
perubahan atau amanden terhadap UrUD hendaknya dilaku'ian 

oleh lembaga MPR sebap i  lenbaga k oenielmaan - semua lapi san 

rakyat. 

Untuk wawasan nusant-lra, adalah sebngai &mia ideal ynng 
diciat-citakan. -4rtiqya x r a  kita semua komponen ban gsa 

memandang konstelasi gchografis yang didasarkan pada ideo'ogi 

dan konstitusi dan mem:mfatkamnya bagi kepen:ingan nasional 1 

yaitu mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional itu t Ash 

diamanatkan dalam per~lbukaan UUD 1 945 ya; tu: melind~i ngi 

seluruh tumpah c'araE. mencerdaska3 kehidupan bangsa, 
1 

mensej ahterakanya dan ikut melaksa~akn ketertiban dl1 nia. 1 , 

Konsep cara kita me~landang kehieupan kenegal-an satu 
1 
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kesatuan dalam keliidupail politik, ekonomi, budaya, dan 
hankam yang dinurllskan di masa rezim Orde Ban1 perlu 
ditinj au kembali. Rumusan - yang tiibuat hen daknya 
mengindahkan prins i * ~  demokrasi, o tonomi luas bagi daerah, 

perimbangan keuanpn daerah, negara huhirn, HAM, dan 
sebagainya. Rumusar aspek kehidupan kenegaran hendaknya 
mengacu kepada konsep disiplin ilmu seperti yang telah 
dijabarkan oleh program pengkaj ian ketahanan nasiuna 1 Pasca 
Sarjana Universitas Ir donesia dan UGM (mahasisws baca buku 
rujukan yang mengacTl politik, ekonomi, b udaya dall kenanan). 

Sedangkan kctallanan nasional merupzkan dunia nyata 
yang ingin diwujudl; an (pembangunan itu sendiri) . rr akanya 
membicarakan ketah; nan nasional berarti menlbic~ r a k ~  n jatuh 
bangunnya suatu nepra, yang ditentukan oleh dua faktcr yaitu 
faktor kesejahtsraan dan kea~nanan. Eila dirinci dalam 
dijabrkm kc dalain I? aspek kehidupan kenegxaan: tig 1 aspek 
statis (kondisi geogr:zfis, demografis dan kekayaari alarn) dan 
lima aspek dinatnis (kondisi ideologi, politik, ekonolni, l~udaya 
dan keamanan). Un t b~k itu, pembanguna, yang d il aksinakan 
hendaknya menggul lakan pendeka tan ketahanan nq sional. 
Artinya pendeltatan multi disipliner atsu lint as scktoral, 
sehingga benturan sc1:;ial dapat di'lindari a t a ~  dihrarlgi. 

Hubungan kera3gka ldasar kehidupan nasional terscbut 

Hubungann).:~ dapnt dilihat: Pancasila herfingsi sebagai 
pembimbing dalam rnembuat aturan-aturan, 'Wll 1 945 sebagai 
hukum dasar y,.ng penjabaran pasalnya memerlu1:a.n undang- 
undang, maka p-hak pemerintah yang dipilih melalui pe-nilu itu 
(legislatif, eksskut ' dan yudikatif) mengguraka~l nilai 



h 
ketuhahan (agama), kenlanusiaan, pers atuan, kerakyatan dan 
keadilan sebagai ulrurarl ketepat an keputusan yang dian~bil. 

I 

Sedangkan wawasan nasional sebagai dup-ia cita-cita I 

merupakan rumusall-rul~~usan yang perlu dilahil-kan seb.tgai I 

I 

tujuan, sehingga kotmtel3si geografis dapat dimanfatkan sezara 
optimal bagi kejayaan bangsa clan nepara. Untvk kctah: nan 

nasional merupakan kebijakan nyata yang haris diwljud'ian, 

yang mempedomarli il.'eologi Pancasila, LKJD, Plawnsan 

nusantara, sehinga terwuj ud kesej ahteraan dan rasa am: n w::rga 

bangsa. 
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